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B6.5 Proyek yang Sudah Ada dan Rencana Proyek di Masa Depan 

Master Plan Manajemen Banjir di DKI Jakarta akan dikembangkan dalam "Proyek Manajemen Banjir 
Komprehensif (2011-2013)". 

Stasiun pemompaan drainase rencananya akan dibangun di tiga lokasi. Rencana ini diajukan dalam 
"Proyek Revitalisasi Kelembagaan untuk Manajemen Banjir di JABODETABEK". 

Sejak saat itu, progres dan data dari perencanaan tersebut akan dikumpulkan.  

Rencana untuk drainase air dalam (inner water) harus konsisten dengan Master Plan Manajemen 
Banjir di atas. Tim Ahli JICA akan membagi data dan informasinya dengan tim Proyek Pengelolaan 
Banjir Komprehensif di Jakarta dan menyiapkan fasilitas dan rencana pengelolaan untuk drainase 
inner water. 

 
 

 

Gambar B6-7  Peta Lokasi Fasilitas Drainase Air Hujan Primer (Rancangan Stasiun 
Pemompaan Drainase) di DKI Jakarta 

 
Kapasitas maksimum dari tiga stasiun yang direncanakan adalah sebagai berikut; 

Stasiun Pemompaan Duri: 12m3/dt, Stasiun Pemompaan Pasar Ikan: 30m3/dt, Stasiun Pemompaan 
Marina: 60m3/dt. 

Dengan memperhitungkan kapasitas Stasiun PemompaanPluit saat ini yaitu 45m3/dt, maka kapasitas 
totalnya akan melebihi 150m3/dt. Apabila stasiun-stasiun tersebut dibangun, kapasitas drainase di 
daerah hilir Pintu Air Manggarai dapat ditingkatkan, dan kontrol keamanan banjir juga dapat 
ditingkatkan.  

Rencana di atas adalah untuk daerah hilir, namun, DGHS memiliki rencana lain untuk peningkatan 
komprehensif untuk drainase (disebut sebagai “Drainase M/P”) (drainase kecil (mikro)): 1/5 tahun 
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pengembalian, sungai-sungai kecil (sub-makro): 1/25 tahun pengembalian) setelah menerapkan survei 
topografis untuk drainase di DKI Jakarta dan mengatur area bagi tiap-tiap drainase. Rencana ini akan 
mulai dilaksanakan pada Agustus 2011 dan selesai pada akhir Maret 2012. Pada tahap studi kelayakan 
(feasible stuty / F/S) untuk pengembangan sewerage, ketika ditemukan bahwa air hujan pada kawasan 
proyek F/S tidak dapat dibuang ke drainase permukaan setelah adanya pemeriksaan terhadap Drainase 
M/P, maka, studi-studi mengenai pengembangan pipa drainase akan dipertimbangkan. 

Rencana kontrol banjir yang disiapkan oleh Proyek Kerja Sama Teknis JICA, “Proyek Pengembangan 
Kapasitas Manajemen Banjir Komprehensif Jakarta” harus mempertimbangkan perlunya M/P Baru, 
seperti rencana fasilitas untuk drainase internal water dan dampaknya. 

Apabila rencana komprehensif peningkatan drainase untuk seluruh DKI Jakarta disiapkan dan 
pekerjaan perbaikan pun dilaksanakan sesuai dengan rancangan tersebut, maka tahun pengembalian 
akan menjadi 1/5 di DKI Jakarta. Akan tetapi, jadwal pekerjaan perbaikan tersebut tidak diputuskan 
dengan segera. Draf laporan rencana tersebut telah dirancang untuk diselesaikan pada Januari 2012, 
tetapi ternyata mengalami penundaan, sehingga Tim Ahli JICA tidak dapat mengumpulkan hasil dari 
survei topografis, rencana pengembangan dan sebagainya. Di sisi lain, terdapat proyek lain yang juga 
berhubungan dengan drainase, “Inisiatif Pengerukkan Darurat Jakarta / Jakarta Emergency Dredging 
Initiatives (JEDI)” oleh Bank Dunia. Dalam proyek ini, pengerukkan pada drainase dan kanal utama 
telah dilaksanakan. Adapun kondisi pengerukkan oleh JEDI adalah sebagai berikut; 

Tabel B6-4  Kondisi Pengerukan oleh JEDI 

Lokasi 
Kondisi Drainase Pengerukkan 

Panjang (m) Lebar (m) Kedalaman (m) 

Drainase Sentiong Sunter 5.950 16,10 –35,20 0,50 – 2,10 

Drainase Ciliwung Gunung Sahari 5.100 21,50 – 45,90 1,90 – 2,70 

Aliran Banjir (floodway) Cengkareng  7.840 38,00 – 87,00 1,50 – 3,50 

Aliran Banjir SunterBawah 9.980 20,20 – 47,40 1,60 – 2,30 

Drainase Cideng Thamrin 3.840 10,00 – 19,00 0,60 – 2,30 

Drainase Tanjungan 600  9,20 – 26,00 1,10 – 1,90 

Drainase Angke 4.050 31,00 – 51,00 2,00 – 3,60 

Kanal Banjir Barat 3.060 33,00 – 141,00 1,70 – 2,50 

Aliran Banjir Sunter Atas 5.150 15,00 – 36,00 1,80 – 3,40 

Drainase Grogol Sekretaris 2.970 21,00 – 51,00 0,70 – 2,30 

Drainase Pakin Kali Besar Jelakeng 4.910 13,00 – 31,00 0,60 – 1,60 

Drainase Krukut Cideng 3.250 15,00 – 29,00 0,70 – 0,80 

Drainase Krukut Lama 3.490  7,00 – 29,00 0,50 – 0,80 

Drainase Kamal 5.070  8,00 – 28,00 1,10 – 1,90 

Aliran Banjir Cakung  9.870 30,00 – 60,00 1,20 – 3,90 
Sumber: JEDI oleh Bank Dunia  

 
Rencana kontrol banjir yang dibuat oleh Proyek Kerja Sama Teknis JICA, “Proyek Pengembangan 
Kapasitas Manajemen Banjir Komprehensif Jakarta” perlu dipertimbangkan untuk pembentukan M/P 
Baru, seperti rencana fasilitas untuk drainase internal water dan dampaknya. Pada saat yang sama, 
hasil pengerukkan yang dilakukan oleh JEDI juga perlu dikaji ulang untuk kepentingan M/P Baru. 

 
B7 Situasi Terkini Sistem Pemasok Air 

B7.1 Situasi Terkini Layanan Pemasok Air 

Sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel B7-1, situasi terkini layanan pemasok air di DKI Jakartaadalah 
baru sekitar 5,61 trilyun populasi yang sudah terlayani dan rasio servis tersebut masih tergolong kecil 
yakni 62,3% dari total populasi yang terdaftar. 
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Tabel B7-1  Jumlah Populasi yang Terlayani untuk Pasokan Air di Jakarta 
Komponen Unit Jumlah 

Populasi Administratif Orang 8.998.755 

Populasi yang Terlayani Orang 5.607.338 

Rasio Pelayanan  % 62,3 
Sumber: PAM JAYA 

 
Pelayanan penyuplai air minum telah dilakukan oleh PAM JAYA sebagai salah satu instansi 
pemerintah DKI Jakarta hingga tahun 1997. Akan tetapi, pada tahun 1998, DKI Jakarta telah membuat 
konsesi kontrak hingga 25 tahun kepada dua perusahaan penyedia layanan air minum swasta (PT. 
AETRA untuk daerah timur dan PT. PAM LYONNAISE JAYAuntuk daerah barat). 

 Adapun isi pokok dari kontrak antara pemerintah DKI Jakarta dengan perusahaan penyedia 
layanan tersebut adalah sebagai berikut: 
(1) Peningkatan rasio sambungan perumahan oleh pelanggan 
(2) Ekspansi dan rehabilitasi instalasi pengolahan air 
(3) Konstruksi pipa saluran distribusi air 

 Tarif air dan tagihan air yang besar harus ditinjau ulang setiap 5 tahun sekali. 

Untuk PAM JAYA, melalui privatisasi tahun 1998, sekitar 2.800 dari 3.000 staf dipindahkan ke 
perusahaan penyedia jasa air minum swasta. Saat ini, PAM JAYA sedang mengawasi kepatuhan 
terhadap isi kontrak dan peraturan tentang kualitas dan produksi air minum.  

Tahun 2001, Badan Regulator Pelayanan Air Minum Jakarta telah dibentuk sebagai lembaga regulator 
yang mengawasi suplai dan kualitas air sesuai dengan peraturan yang ada. 

Daerah layanan, jumlah pelanggan, dan non-revenue water (NRW) dapat dilihat pada Tabel B7-2 di 
bawah ini. 

Tabel B7-2  Daerah Layanan Perusahaan Pemasok Air Swasta dan Jumlah Pelanggan 

Kecamatan 
Area 

Layanan 
Penyedia Layanan 

Jumlah 
Pelanggan 

Rasio  
Layanan 

NRW 

Barat 
Wilayah I   

62,3% 46,4% 

Wilayah IV PT.PAM LYONNAISE JAYA 419.776 
Wilayah V   

Timur 
Wilayah II   
Wilayah III PT.AETRA 385.377 
Wilayah VI   

   Total 805.153     
Sumber: PAM JAYA 

 
B7.2 Kapasitas Fasilitas Pemasok Air 

(1) Kapasitas Instalasi Pengolahan Air / Water Treatment Plant (WTP) yang Ada 

Terdapat 6 WTP di daerah DKI Jakarta. Adapun kapasitas totalnya adalah 17.875L/dt (atau 
1.544.400m3/hari). Tabel B7-3 menunjukkan nama WTP dan kapasitasnya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Proyek Untuk Pengembangan Kapasitas Sektor Air Limbah Melalui  
Peninjauan Master Plan Pengelolaan Air Limbah di DKI Jakarta di Republik Indonesia 

YEC/JESC/WA  JV                                                          Laporan Akhir (Laporan Utama) 
B-184 

Tabel B7-3  WTP di DKI Jakarta dan Kapasitas yang Dimiliki 
Komponen Unit Kapasitas Keterangan 

Semua IPAL 
L/dt 17.875

 
m3/hari 1.544.400

Masing- masing IPAL   
1. Pejompongan I & II L/dt 5.600 Tengah 
2. Cildanak L/dt 400 Selatan 
3. Pulo Gadung L/dt 4.000 Timur 
4. Buaran I & II L/dt 5.000 Timur 
5. Cisadane L/dt 2.800  
6. Cengkareng L/dt 75  

Total  17.875  
Sumber: PAM JAYA 

 
(2) Rencana Ekspansi dan Rehabilitasi Fasilitas Pemasok Air Minum di Masa Depan 

PAM JAYA berencana untuk mengembangkan 7 sumber air baru, yaitu 2 di bagian timur dan 5 di 
bagian barat sebagaimana di tunjukkan pada Gambar B7-1. 

 

 
Sumber: PAM JAYA 

 
Gambar B7-1  Pengembangan Sumber Air Baru di DKI Jakarta 

 
Kapasitasdari sumber air baru dapat dilihat pada Tabel B7-4. 
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Tabel B7-4  Rencana Pengembangan Sumber Air Baru di DKI Jakarta 

 Nama Fasilitas/Kecamatan 
KapasitasWTP 

(L/dt) (m3/hari) 

Timur 
Bulk Water dari IPA Jati Luhur 8.000 691.200 
WTP Bekasi  3.100 267.840 

Timur - Total 11.100 959.040 

Barat 

Kota Tangeran 500 43.200 
Cikolol Karian 375 32.400 
Waduk Karian 6.000 518.400 
WTP Serpong  3,100 267.840 
Waduk Ciawi 1.000 86.400 

Barat - Total 10.975 948.240 
Total –DKI Jakarta 22.075 1.907.280 

     Sumber: PAM JAYA 
 
B7.3 Distribusi Air 

Volume air olahan setiap hari dan tahun (Tabel B7-3) danjumlah air yang terdistribusikan di DKI 
Jakartaditunjukkan oleh Tabel B7-5. 

Tabel B7-5  Air Olahan dan Air yang Terdistribusikan di DKI Jakarta 
Komponen Unit Jumlah 

Air olahan 
m3/hari 1.544.400 

m3/tahun 563.706.000 
Air yang 
Terdistribusikan 

m3/hari 1.450.385 
m3/tahun 529.390.502 

Sumber: PAM JAYA 
 
B7.4 Konsumsi Air per Kapita 

Konsumsi Air per Kapita harus ditentukan oleh air yang didistribusikan dari sistem PAM dan juga dari 
air sumur yang diperoleh oleh PAM JAYA. 

Tabel B7-6 menunjukkan konsumsi air oleh rumah tangga dan juga pelanggan non-rumah tangga 
(komersial, industri, dll). Sebagaimana terlihat dalam tabel tersebut, diketahui bahwa konsumsi air 
harian per kapitanya (Liter Capita per Day: LCD) hampir setara dengan jumlah 200LCD baik dalam 
sistem PAM maupun sumur sebagai sumber airnya. 

Tabel B7-6  Satuan Konsumsi Air untuk Pengguna Sistem PAM dan Sumur 

No. Komponen 
Populasi yang 

Terlayani 
Pasokan Air 

Satuan 
Konsumsi Air 

(orang) (m3) (LCD) 

1 
Konsumsi air oleh pengguna sumur 
domestik 

5.204.387 338.611.212 179

2 
Konsumsi air oleh pengguna sistem PAM 
domestik 

3.298.470 156.220.000 130

3 
Konsumsi air oleh pengguna sumur 
non-domestik 

  22.205.353  12

4 
Konsumsi air oleh pengguna sistem PAM 
non-domestik 

  99.687.224  83

5 Konsumsi air sumur     191
6 Konsumsi air PAM     213
  Total / Rata-rata 8.502.857 616.723.789 199
  Rata-rata konsumsi domestik   154
  Rata-rata konsumsi non-domestik   45

Sumber: Disusun oleh Tim Ahli JICA menurut data dari PAM JAYA 
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B7.5 Struktur Tarif Air 

Sistem tarif air dikategorikan ke dalam 7 kelompok untuk masing-masing pelanggan dan ditetapkan 
berdasarkan konsumsi air. Dengan memperbandingkan antara pelanggan komersial/industri sebagai 
kelompok tertinggi (Grup IV dan V) danpengguna domestik (Grup II), tarif air untuk Grup IV&V 
diatur hingga 12-14 kali lebih tinggi.  

Tabel B7-7  Sistem Tarif Air PAM JAYA 

Kode Tarif Grup Pelanggan 
Tarif per konsumsi air (m3) (IDR) 

0 - 10 11 - 20 >20 

[GrupI] 1.050 1.050 1.050
1A Asrama organisasi sosial (sumbangan)       
1B Panti asuhan        
1C Tempat peribadatan       
5A Pipa air (hidran), keran air, dll        

[GrupII] 1.050 1.050 1.575
1D Rumah sakit pemerintah       

2A1 Rumah tangga sederhana       
5F1 Flat sederhana (high rest building) dansetara dengan tipe ini       

[GrupIII-A] 3.550 4.700 5.500
2A2 Rumah tangga sederhana       
5B Stasiun air dan mesin tangki       
5F2 Flat sederhana dantipe serupa       

[GrupIII-B] 4.900 6.000 7.450
2A3 Rumah tangga medium       
2E1 Institusi non-komersial swasta       
3A Toko kecil       
3B1 Toko layanan kecil (seperti bengkel sepeda motor)       
3C1 Bisnis/Perusahaan kecil        
3D1 Perusahaan kecil dalam rumah tangga/asramadantipe serupa       
5F3 Flat menengah dan tipe serupa       

[GrupIV-A] 6.825 8.150 9.800
2A4 Rumah tangga kaya (high class)       
2B Kedutaan/konsulat       
2C Kantor institusi pemerintah       
2D Kantor perwakilan asing       
2E Institusikomersial swasta       
2F Institusi/universitas/kursus       
2G Institusi militer       
3B Toko layanan/perbaikan menengah       
3C Perusahaan menengah       
3D Perusahaan menengah dalam rumah tangga/asrama       
3E Salon       
3F Penjahit       
3G Rumah makan kecil       
3H Rumah sakit/klinik/laboratorium swasta       
3I Tempat praktek dokter (klinik privat)       
3J Kantor pengacara       
3K Hotel biasa (tidak berbintang)       
4A Industri kecil       
5F4 Flat kelas atas dantipe serupa       

[Grup IV-B] 12.550 12.550 12.550
3L 1,2,dan 3 hotel berbintang / hotel tidak berbintang       
3M Sauna / salon kecantikan       
3N Klub malam       
3O Bank       
3P Pusat layanan, toko layanan besar       
3Q Perusahaan dagang/komersial/ruko/kantor-toko       
3R Hotel berbintang 4,5        
3C Bangunan bertingkat / kondominium       
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Tabel B7-7  Sistem Tarif Air PAM JAYA 

Kode Tarif Grup Pelanggan 
Tarif per konsumsi air (m3) (IDR) 

0 - 10 11 - 20 >20 

4B Perusahaan es       
4C Perusahaan makanan/minuman       
4D Pabrik kimia/obat-obatan/kosmetik       
4E Gudang industri       
4F Pabrik tekstil       
4G Gudang/industri lain       
5C Tongkang air (water barges)       
5E BPP Ancol dantipe serupa       

[Grup V/spesial] 14.650 14.650 14.650
5D BPP Tanjung Priok dantipe serupa       

Sumber: PAM JAYA 
 
B8 Kegiatan Donor Asing di Bidang Sanitasi dan Sewerage di DKI Jakarta 

B8.1 Donor Utama di Bidang Sanitasi dan Pembuangan Limbah di Indonesia 

Terdapat lima pendonor aktif untuk sektor sanitasi/sewerage di Indonesia, yaitu Bank Dunia, ADB, 
JICA, USAID, dan AusAID. Pertemuan-pertemuan berkala dari institusi tersebut dilangsungkan untuk 
membahas masalah-masalah sektoral dan mengoordinasikan keterlibatan aktif dengan pemerintah di 
bidang kebijakan dan pekerjaan proyek di masa depan. 

 
B8.2 Kegiatan para Pendonor Utama 

B8.2.1 Program Sanitasi dan Air Minum / Water and Sanitation Program (WSP)/ Bank Dunia 

Bank Dunia memperpanjang pinjaman sebesar USD 22,4 milyar untuk JSSP pada 8 Februari 1983. 
Penyaluran akhir dana tersebut adalah pada 14 Agustus 1991. Beberapa lingkup orisinal dari proyek 
tersebut tidak dapat diselesaikan di bawaan pinjaman yang diberikan dan kemudian dikerjakan oleh 
Proyek Pengembangan Kota JABOTABEK Kedua senilai USD 190 milyar yang diperpanjang hingga 
5 Juni 1990. Dengan adanya kedua dana pinjaman tersebut, bagian pembuangan limbah telah 
terselesaikan seperti yang direncanakan, tetapi hanya sebagian dari sanitasi yang terselesaikan sesuai 
dengan rencana awalnya. 

Hal ini merupakan satu-satunya dukungan investasi dari Bank Dunia untuk sewerage di pusat kota 
besar di masa lalu. Setelahnya, Bank Dunia mengalihkan perhatiannya kepada sanitasi higienis di 
daerah perkampungan dengan memasukkan komponen sanitasi ke dalam tiga proyek pinjaman untuk 
masyarakat berpenghasilan rendah, seperti, Proyek Suplai Air Minum dan Sanitasi untuk Masyarakat 
Berpendapatan Rendah (1993), Proyek Infrastruktur Desa Kedua (1996), dan Proyek Suplai Air 
Minum dan Sanitasi untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah Ketiga (2006). 

Program Sanitasi dan Air Minum (WSP) merupakan salah satu program kerja sama eksternal terlama 
yang dikelola oleh Bank Dunia dan mengikuti proses administratif dan manajemen Bank Dunia. 

Sementara untuk sanitasi/sewerage perkotaan, sejak 2006, Bank Dunia telah menggunakan pendekatan 
inovatif, ketimbang menginvestasikan dana secara langsung, dengan meluncurkan program antara 
pemerintah Indonesia dan WSP, yaitu Indonesia Sanitation Sector Development Program (ISSDP), 
yang didanai oleh Kedubes Belanda dan Swedish Agency for International Development (Sida) 
dandikelola oleh WSP. Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan/mendorong kemajuan/perbaikan 
lingkungan dengan meletakkan perhatian khusus pada perencanaan kota, menguatkan bidang strategi 
dan pengaturan kelembagaan, dan advokasi dan peningkatan kesadaran di semua level masyarakat.  

ISSDP dengan efektif membuat jalan bagi pemerintah Indonesia untuk meluncurkan program PPSP 
2012-2014. ISSDP berakhir pada Januari 2010 dan digantikan dengan Urban Sanitation Development 
Program (USDP), yang didanai oleh Kedubes Belanda. USDP adalah program 5 tahunan yang 
berjalan paralel dengan PPSP dan memberikan bantuan teknis yang komprehensif untuk 
memungkinkan 330 kota mengimplementasikan ‘Roadmap PPSP’. 
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(1) Dampak Ekonomis Sanitasi di Indonesia (Riset WSP) 

Pada Agustus 2008, WSP mempublikasikan laporan berjudul ‘Economic Impacts of Sanitation in 
Indonesia’ (Dampak Ekonomis Sanitasi di Indonesia), yang menyimpulkan bahwa, pada tahun 2006, 
Indonesia kehilangan IDR56 trilyun (USD 6,3 bilyun) akibat buruknya sanitasi dan higienitas, yang 
kira-kira setara dengan 2,3% dari GDP nya (PDB). Laporan ini digunakan sebagai masukan penting 
bagi kampanye advokasi yang dilakukan oleh ISSDP/USDP. 

(2) Kegiatan USDP (sebelumnya ISSDP) 

Peran utama ISSDP adalah untuk meningkatkan kesadaran di level nasional dan daerah dan untuk 
mendukung perkotaan dalam mengembangkan Strategi Sanitasi Kota / City Sanitation Strategy (CSS) 
di bawah pengawasan PPSP. Pada tingkat nasional, Tim Teknis Sanitasi Nasional / National Sanitation 
Technical Team (TTPS) dibentuk oleh 8 menteri. PMU terletak di BAPPENAS sebagai instansi utama 
TTPS dan 3 PMU berada di Kementrian Kesehatan, Kementrian Rumah Tangga, dan Kementrian 
Pekerjaan Umum. Pada tingkat daerah, Kelompok Kerja Sanitasi dibentuk untuk merumuskan CCS. 
Dukungan dari ISSDP diberikan di seluruh level dengan menciptakan panduan, misalnya, Manual 
Program Manajemen PPSP, pelatihan, dll. Dalam Tahap I (September 2008) ISSDP, enam (6) kota 
berhasil membentuk CSS, yaitu Payakumbuh, Jambi, Banjarmasin, Denpasar, Blitar dan Surakarta. 
Pekerjaan ISSDP ini kemudian digantikan oleh USDP.  

B8.2.2 Asian Development Bank (ADB) 

Dukungan ADB untuk sektor ‘Sanitasi dan Air Bersih’ di Indonesia terbatas pada sejumlah 
proyek-proyek kooperasi teknis (T/A) sejak pinjaman diberikan pada Proyek Penyediaan Air Bersih 
Bandung, Proyek Sanitasi dan Air Bersih Pedesaan, IKK Proyek Sektor Penyediaan Air Bersih, Proyek 
Kontrol Polusi Air, Proyek Penyediaan Air Bersih Semarang, Proyek Sektor Penyediaan Air Bersih di 
Kota Kecil pada 1995, dan Pembangunan Kapasitas Perusahaan Penyedia Air Bersih untuk Proyek 
Sektor Pengurangan Kerugian Air Bersih pada 1997. ADB kembali memberikan dana pinjaman 
dengan memperpanjang pinjaman kepada Proyek Layanan Kesehatan dan Air Bersih untuk 
Masyarakat dan Proyek Pengembangan Penyediaan Air Bersih Jakarta Barat (pinjaman pihak swasta) 
pada 2010, dan juga Proyek Manajemen Sanitasi dan Kesehatan Metropolitan pada 2011.  

Alasan yang melatarbelakangi kurang aktifnya ADB dalam memberikan pinjaman dalam kurun waktu 
tersebut adalah, di bawah Kebijakan Desentralisasi, sektor ‘Sanitasi dan Air Bersih’ telah menjadi 
tanggung jawab pemerintah daerah dan ternyata, pemerintah daerah kurang memiliki kapasitas dalam 
pengimplementasiannya, dan akibatnya, ADB tidak dapat memperpanjang pinjamannya. 

Proyek Manajemen Sanitasi dan Kesehatan Metropolitan, salah satu dari ketiga proyek dimana ADB 
memperpanjang pinjamannya di tahun 2010-2011, termasuk pula pengembangan dan ekspansi sistem 
sewerage dan sistem sanitasi on-site di dua kota, yaitu Yogyakarta dan Medan. ADB telah 
mempertimbangkan untuk memasukan sanitasi dan sewerage di Makassar, sebagai tambahan dari 
Yogyakarta dan Medan. Akan tetapi, sejak adanya isu terkait dengan akuisisi lahan untuk instalasi 
pengolahan sewerage di Makassar, pemberian pinjaman terbatas hanya pada dua kota saja. ADB 
berharap untuk secara satu per satu melakukan F/S untuk 8 kota, yaitu Bogor, Surabaya, Palembang, 
Pekanbaru, Batam, Cimahi, Makassar, Bandung dan memberikan pinjaman untuk kota-kota tersebut.  

Meskipun ADB tidak melakukan pekerjaan persiapan untuk proyek sanitasi dan sewerage di DKI 
Jakarta, ADB sangat tertarik dengan kemajuan dari revisi Master Plan JICA terkait manajemen air 
limbah di DKI Jakarta dan mengungkapkan adanya kemungkinan untuk melakukan pendanaan 
bersama dengan JICA di masa depan. 

 
B8.2.3 USAID 

Meskipun Kantor USAID Indonesia untuk Country Assistance Program for Indonesia tidak dilengkapi 
dengan kegiatan bantuan dibidang sanitasi dan sewerage di Jakarta, terdapat beberapa kegiatan yang 
terkait dengan aktivitas USAID di masa lalu dan di dalam program Water Operator’s Partnership 
(WOP) yang dilakukan melalui ECO Asia (Environmental Cooperation-Asia) di bawah pengelolaan 
Kantor USAID Thailand. 
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(1) Proyek Petojo Utara (Sanitasi Masyarakat) 

Proyek ini merupakan proyek pengembangan masyarakat terpadu yang ditujukan untuk masyarakat 
yang berpenghasilan rendah di daerah Petojo Utara – Jakarta, yang diimplementasikan oleh USAID 
dengan Mercy Corp., sebuah LSM internasional sebagai kontraktor pada 2008. Salah satu komponen 
dari proyek tersebut adalah toilet umum (MCK) yang telah beroperasi dan terpelihara oleh masyarakat 
itu sendiri. Walaupun SANIMAS masih belum diperkenalkan di Jakarta, konsep dari Proyek Petojo 
Utara, yakni toilet umum yang dikelola oleh masyarakat adalah menyerupai proyek SANIMAS. Hilary 
Clinton, Sekretaris Negara, Amerika Serikat, mengunjungi proyek tersebut pada bulan Maret 2009. 

(2) ECO-Asia WOP (Manajemen Septage) 

Kantor USAID Thailand tengah mempromosikan hubungan antar fasilitas air di kawasan Asia melalui 
ECO-Asia sebagai bagian dari inisiatif WOP, dimana UNHABITAT memainkan peran utama sesuai 
dengan ‘Hashimoto Action Plan’ Dewan PBB terkait Sanitasi dan Air Bersih (United Nation Secretary 
General Advisory Board on Water and Sanitation / UNSGAB). ADB juga aktif dalam inisiatif ini. 
Salah satu program WOP, dimana ECO-Asia mempromosikan Indonesia, adalah kerja sama antara 
IWK (Indah Water Konsortium) – perusahaan Malaysia yang mendelegasikan pengoperasian dan 
pemeliharaan fasilitas sewerage dan pengoperasian manajemen septage secara nasional oleh 
pemerintah Malaysia – dan mitra di Indonesia (PDAM Bandung dan PD PAL JAYA). Melalui kerja 
sama ini, know-how yang dimiliki IWK yang telah berhasil memperkenalkan penyedotan berkala 
sebanyak 50% dari total septic tank nasional di Malaysia, akan digunakan dalam pertukaran teknis 
antara IWK dan mitra Indonesia (PDAM Bandung dan PD PAL JAYA). 

 
B8.2.4 USDP (Program Pengembangan Sanitasi Kota) 

USDP, didanai oleh Kedubes Belanda, telah menggantikan ISSDP yang dikelola oleh WSP yang telah 
selesai di bulan Januari 2010. Konsultan serupa yang juga mengimplementasikan ISSDP mendapatkan 
kontrak. Adapun peran USDP adalah untuk terus memberikan dukungan dalam peningkatan kesadaran 
di tingkat pusat dan daerah serta memberikan dukungan untuk perumusan CSS oleh para kota praja. 
USDP akan memberikan dukungannya di seluruh level yang ada dengan menciptakan panduan seperti 
Panduan Manajemen Program, melakukan pelatihan, dll. Di bawah PPSP (2010-2014), seluruh 330 
kota diharapkan untuk menyiapkan CSS masing-masing.  

Sejak awal tahun 2010, USDP dan DKI Jakarta telah melakukan inisiasi kontrak kerja sama. Agar M/P 
Baru dapat dirumuskan melalui proyek tersebut dan kemudian diimplementasikan, peningkatan 
kesadaran masyarakat kota Jakarta di setiap levelnya memainkan peran yang vital. Tim JICA 
menganggap bahwa peran USDP di bidang tersebut akan sangat besar.  

 
B9 Peninjauan Kembali MasterPlan Lama tentang Manajemen Air Limbah di DKI 

Jakarta  

B9.1 Peninjauan Kembali Studi Drainase di Perkotaan dan Proyek Pembuangan Air Limbah 
di Jakarta (1991, oleh JICA) 

B9.1.1 Tujuan Peninjauan Kembali (Review) 

Dalam proyek ini, M/P Lama yang dirumuskan dalam studi pengembangan JICA tahun 1991 akan 
ditinjau ulang dan M/P Baru pun akan dirumuskan melalui pemeriksaan terhadap sistem sanitasi dan 
sewerage menurut data dan informasi terakhir. 

B9.1.2 Kebijakan Peninjauan Ulang M/P Lama 

Adapun kebijakan mengenai tindakan peninjauan ulang atas M/P Lama dalam proyek terkait 
ditunjukkan pada Tabel B9-1. 
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Tabel B9-1  Kebijakan Peninjauan Ulang M/P Lamadalam Proyek 
No. Komponen Kebijakan 

1 

Kondisi dasar rancangan 

(1)Tahun sasaran 

Mengingat perencanaan spasial terbaru menjelaskan bahwa populasi 
penduduk Jakarta akan menjadi terlalu padat pada tahun 2030, maka 
perlu kiranya untuk menetapkan tahun sasaran bagi rencana 
pengembangan fasilitas untuk proyek ini dalam tahun yang sama. 
Rencana pengembangan fasilitas akan diformulasikan dalam tiga tahap 
berikut: 
・ Tahun 2012 hingga2020: Rencana jangka pendek 
・ Tahun 2021 hingga2030: Rencana jangka menengah 
・ Tahun 2030 hingga2050: Rencana jangka panjang 

(2)Desain populasi 

Adapun desain populasi akan ditetapkan sesuai dengan hasil proyeksi 
populasi yang diaplikasikan oleh rancangan spasial terbaru 2030 (RTRW 
2030) untuk tahun sasaran 2030 oleh Departemen Perencanaan Tata 
Kota DKI Jakarta.

(3)Desain aliran air limbah 

Desain aliran air limbah akan dikalkulasikan menurut metode yang 
digunakan pada M/P Lama. Namun, konsumsi air untuk menghitung 
aliran air limbah akan ditinjau ulang berdasarkan data terakhir. Agar 
dapat menjustifikasi perhitungan tersebut, survei lapangan akan 
dilakukan untuk aliran air limbah dari rumah-rumah di Jakarta. 

(4)Muatan polusi 
Muatan polusi akan dihitung berdasarkan metode yang ditetapkan dalam 
M/P Lama. Namun, perhitungan harus dibuat berdasarkan data terakhir. 
Metode perhitungan dapat dilihat pada Annex- Chapter 11.  

2 Demarkasi antara wilayah sanitasi off-site 
dan on-site 

Di Jakarta, daerah perkampungan (daerah kumuh) dengan tingkat 
kepadatan penduduk yang tinggi dan rumah-rumah dapat ditemui di 
seluruh penjuru Jakarta.  
Pada area tersebut, tidak terdapat ruang untuk pemasangan fasilitas 
sewerage dan dirasa sulit untuk mengembangkan sistem sewerage untuk 
saat ini. Oleh karena itu, demarkasi sanitasi off-site dan on-site dalam hal 
kepadatan penduduk ternyata dirasa tidak praktis. Dalam proyek ini, 
calon lokasi untuk IPAL yang baru telah teridentifikasi sebagai langkah 
awal dan daerah off-site dimana pengolahan dilakukan oleh IPAL pun 
sudah ditetapkan. Area lain selain wilayah off-site adalah merupakan 
area on-site. 

3 Rencana pengembangan fasilitas off-site 
(Sewerage) 

1. Sebagai sistem pengumpulan sewage, sistem terpisah dimana air 
limbah dan air hujan dikumpulkan secara terpisah perlu 
diaplikasikan sesuai dengan kebijakan dari Kementrian Pekerjaan 
Umum. Akan tetapi, untuk area dimana air hujan tidak dapat 
dibuang dengan cukup ke dalam sungai dan drainase, penerapan 
sistem gabungan juga perlu dikaji.  

2. Untuk merumuskan M/P yang dapat dilaksanakan, prioritas utama 
adalah tentang mengamankan lokasi baru untuk IPAL dan 
memasukkannya ke dalam Perencanaan Tata Kota terbaruDKI 
Jakarta. 

3. Penzonaan sewerage harus mempertimbangkan kondisi alam DKI 
Jakarta (khususnya sungai dan kanal), kemudahan O&M dan lokasi 
fasilitas utama kota (tol, kereta bawah tanah, dll). 

4. Proses pengolahan limbah harus ditetapkan melalui perbandingan 
dari berbagai metode, dengan mempertimbangkan 
hambatan-hambatan atas ketersediaan tanah, biaya O&M, biaya 
konstruksi, dll. 

4 Rencana pengembangan sanitasi on-site 

Saat ini, polusi air di dan sekitar air publik Jakarta semakin menjadi 
permasalahan yang serius akibat ketidaktepatan pengolahan air limbah 
oleh sistem sanitasi on-site yang kira-kira berjumlah 90% dari total 
sistem sanitasi yang ada di Jakarta. 
Mengingat seluruh pengembangan sistem sewerage di Jakarta 
membutuhkan beberapa dekade ke depan, peningkatan terhadap fasilitas 
on-site, diantara hal lain, pengembangan septic tank dan penyedotan 
berkala akan menjadi hal yang lebih penting. Oleh karenanya, 
pemeriksaan terhadap rencana pengolahan on-site  dan 
organisasi/institusi yang dibutuhkan untuk implementasi program 
tersebut pun akan dilakukan. 

5 Pengoperasian dan Pemeliharaan (O&M) 

Organisasi, staf, dan kondisi finansial tiap-tiap organisasi sewerage
terkait seperti DESD/DGHS, DKI Jakartadan PD PAL JAYA diteliti dan 
rencana sistem optimalisasi O&M untuk manajemen air limbah akan 
dirumuskan. 

6 Rencana implementasi proyek 

Untuk membentuk sistem sewerage secara efisien dalam waktu yang 
singkat, diperlukan investasi dalam jumlah besar. Oleh karenanya, 
perumusan M/P Baru yang dapat diimplementasikan, ketersediaan 
sumber-sumber pada level nasional dan Jakarta akan diteliti dan pada 
waktu yang sama, pengenalan terhadap skema kerja sama publik-privat 
(selanjutnya disebut PPP) untuk menggunakan dana, teknologi, dan 
SDM dari perusahaan swasta akan diteliti.

Sumber: Tim Ahli JICA 
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B9.1.3 Garis Besar M/P Lama 

(1) Demarkasi antara Pengembangan Off-site dan On-site pada M/P Lama 

Pada M/P Lama, pengembangan sistem off-site dan on-site dibagi ke dalam tiga area sebagaimana 
ditunjukkan oleh Gambar B9-1berdasarkan kepadatan populasi.  

Area-A: Area pengembangan sistem pengolahan sederhana on-site (kep. penduduk< 100PE/ha) 

Area-B: Area pengembangan sistem pengolahan tingkat tinggi on-site (kep.pend. 100-300PE/ ha) 

Area-C: Area pengembangan sewerage (kep.penduduk 300PE haatau lebih) 

Zona sewerage yang ada 

(Area-C dibagi ke dalam 6 zona sewerage: Tengah, Timur Laut, Barat Laut, Tenggara, Barat Daya, dan 
Tanjung Priok) 

 
Sumber: M/P Lama (1991, JICA) 

Gambar B9-1  Area Pengembangan Off-site dan On-site pada M/P Lama 
 
(2) M/P Lama 1991 

Pada 1991, DGHS dan DKI Jakarta merumuskan “Master Plan Proyek Drainase Kota dan 
Pembuangan Air Limbah di Kota Jakarta” untuk tahun 2010 (M/P Lama) yang dibantu oleh (JICA). 

Dalam M/P Lama ini (1991), pengembangan air limbah diajukan sebagai inti studi wilayah yang 
mencakup 16.604 ha. Lebih lanjut, inti studi ini dibagi ke dalam 6 zona pengembangan air limbah.  

Lokasi IPAL untuk setiap zona sewerage dapat dilihat pada Gambar B9-2. Lokasi IPAL direncanakan 
berada di daerah basah dari waduk yang ada, yang fungsi utamanya adalah sebagai kontrol banjir.  

(3) Fasilitas Utama pada Setiap Zona Sewerage 

Garis besar fasilitas utama di tiap-tiap zona sewerage ditunjukkan pada tabel berikut: 
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Tabel B9-2  Fasilitas Utama pada Setiap Zona Sewerage pada M/P Lama (Tahun Sasaran 2010) 

Zona Sewerage Tengah Utara 
Barat 
Daya 

Timur 
Laut 

Selatan
Tanjung 

Priok 
Total 

Luas Zona (ha) 6.107 2.016 2.170 3.566 1.243 1.502 16.604
Populasi yang Terlayani 2.466.000 642.000 674.000 1.383.000 523.000 663.000 6.351.000
Kep. Penduduk (PE/ha) 410 345 311 396 421 441 382
Stasiun Pemompaan Relay 1 3 5 0 0 1 10
IPAL        

Luas (ha) 88 18 16 14 13 37 186
Proses AL & FP AL AL AS AL AL & FP ---
Kapasitas (m3/hari) 529.000 124.000 117.000 261.000 101.000 120.000 1.252.000

Keterangan: AL＝Aerated Lagoon、AL&FP＝Aerated Lagoon & Facultative pond、AS: Conventional Actibated Sludge 
Sumber:M/P Lama 
 
 

 
Sumber: M/P Lama 1991 

Gambar B9-2  Enam Zona Pengembangan Sewerage pada M/P Lama 1991 
 
(4) Pembelajaran 

Alasan dari tidak suksesnya pengembangan sistem sewerage di DKI Jakarta – selain permasalahan 
anggaran – juga disebabkan oleh hal-hal berikut: 

i) Tidak ada perubahan Tata Guna Lahan untuk Manajemen Air Limbah dalam 
Perencanaan Tata Kota 

ii) M/P tidak disetujui melalui penerbitan peraturan oleh pemerintah provinsi 

iii) PD PAL JAYA tidak dapat melakukan O&M kolam pada IPAL karena kolam 
juga memiliki fungsi kontrol dan DPU bertanggung jawab atas O&M 

iv) Ketidaktepatan pemilihan tanah 

v) Pilihan teknologi pengolahan tidak tepat mengingat adanya kelangkaan tanah 
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vi) Prioritas rendah bagi isu manajemen air limbah 

 
Dengan mempertimbangkan pelajaran yang diambil dari M/P Baru, masalah-masalah berikut harus 
ditangani sebagai komponen utama.  

 Mendapatkan persetujuan Gubernur DKI Jakarta atas lokasi fasilitas dari proyek yang sudah 
diprioritaskan  

 Memilih lahan dimana instansi sistem sanitasi dan sewerage dapat melangsungkan O&M secara 
independen 

 Membuat langkah-langkah yang diperlukan untuk mendapatkan persetujuan Gubernur DKI 
Jakarta atas M/P Baru 

 Memperoleh kesepahaman dari pihak Indonesia untuk proses pengolahan yang sesuai untuk lahan 
sempit 

 Meningkatkan kesadaran akan pentingnya manajemen dan sanitasi air limbah 
 

B9.2 Jakarta Air limbah Development Project (JWDP2001)  

B9.2.1 Latar Belakang 

Pada 1991, DGHS dan DKI Jakarta merumuskan ‘Master Plan Proyek Drainase Perkotaan dan 
Pembuangan Air Limbah Kota Jakarta’ untuk tahun 2010(M/P Lama) dengan bantuan JICA. Dalam 
M/P Lamaini (1991), pengembangan air limbah diajukan sebagai inti studi wilayah yang mencakup 
16.604 ha. Lebih lanjut, inti studi ini dibagi ke dalam 6 zona pengembangan air limbah. 

Keenam zona pengembangan air limbah tersebut adalah:   

1) Zona Pusat (6.107 ha), yang terdiri sistem di Casablanca, Thamrin, Gajahmada, Pantai Mutiara, 
Siantar, Waduk Grogol, kali Grogol dan kali Ancol. 

2) Zona Lainnya (10.497 ha), yang mencakup zona Barat Laut, Barat Daya, Timur Laut, Tenggara, 
dan Tanjung Priok. 

Dari tiap-tiap zona yang dievaluasi dalam M/P, prioritas utama diberikan pada Zona Pusat, yang 
diikuti oleh Zona Tenggara, Timur Laut, Tanjung Priok, Barat Laut, dan Barat Daya. Pada Zona Pusat 
untuk Tahap I (tahun sasaran 2000), pembuangan air limbah diperkirakan mencapai 440.997 m3/hari 
(termasuk 124.800 m3/hariuntuk area JSSP) danuntuk Tahap II (tahun sasaran 2010) adalah 529.000 
m3/hari (termasuk 136.000 m3/hariuntuk area JSSP). Studi kelayakan untuk pengembangan sewerage 
dilakukan pada Tahap I.  

 
B9.2.2 JWDP 2001 

Dalam rangka implementasi M/P, pemerintah Indonesia dan Japan Bank for International Cooperation 
(saat ini JICA) menyimpulkan perlunya Perjanjian Hutang IP-399. JAKARTA AIR LIMBAH 
DEVELOPMENT PROJECT 2001 (JWDP 2001) merupakan langkah lanjutan untuk merancang 
pekerjaan Tahap I. Wilayah studi dalam JWDP 2001 mencakup 40 kelurahan, 8 kecamatandan 3 kota 
madya. JWDP 2001 akan menangani 6.550 ha, yaitu sekitar 9.9% dari kota. Akan tetapi, implementasi 
proyek tersebut tidak terealisasikan. Tim Proyek JICA tidak dapat menemukan dokumentasi 
bukti-bukti yang menjadi alasan tidak dilaksanakannya proyek tersebut. Tidak adanya resolusi antara 
DGHS dan DKI Jakartadalam hal pembagian biaya proyek dipercaya sebagai alasan utama.  

(1) Tahapan 

Rencana JWDP 2001 dibagi dalam dua (2) tahapan, yaitu:  

A. Tahap I 

1. Fase 1 

a. Sistem Setiabudi (ada) 
b. Sistem Casablanca/Sudirman  



Proyek Untuk Pengembangan Kapasitas Sektor Air Limbah Melalui  
Peninjauan Master Plan Pengelolaan Air Limbah di DKI Jakarta di Republik Indonesia 

YEC/JESC/WA  JV                                                          Laporan Akhir (Laporan Utama) 
B-194 

2. Fase 2 

a. Sistem Setiabudi (ada) 
b. Sistem Casablanca/Sudirman 
c. Subsistem Thamrin (Gambir, Senen, Menteng, Tanah Abang)  
d. Subsistem Gajah Mada (Grogol, Taman Sari, Tambora, Sawah Besar, Pademangan)  
e. Subsistem Pantai Mutiara  
f. Sistem Kolektor Lokal 

 Siantar (Kampung Bali dan Petamburan)  

 Waduk Grogol 

 Kali Grogol (Jelambar)  

 Kali Ancol (Taman Sari dan Sawah Besar)  

B. Tahap II  

a. Sistem Gajah Mada 
b. Sistem Thamrin  
c. Sistem Pantai Mutiara 

 
(2) Sistem Layanan Air Limbah  

Sistem layanan air limbah dibagi ke dalam 7 subsistem, yaitu: Gajah Mada, Pantai Mutiara, Thamrin, 
Kali Ancol, Kali Grogol, Waduk Grogol dan Siantar. Untuk ketujuh subsistem pengolahan air limbah, 
3 lokasi diajukan, yaitu IPAL Muara Baru untuk melayani subsistem Gajah Mada, Thamrin dan Pantai 
Mutiara. Kali Ancol rencananya akan memiliki IPALnya sendiri, sementara Kali Grogol danWaduk 
Grogol dikelola dengan IPALnya sendiri di Waduk Grogol.  

JWDP 2001 mengajukan usulan untuk mengembangkan sistem sewerage di daerah pusat, sebagai 
berikut:  

 Sistem Casablanca (S1C dan S2C) 

 Sistem Thamrin (S2T) 

 Sistem Gajah Mada (S2GM) 

 Sistem Pantai Mutiara (S2PM) 

 Sistem Siantar (S2SI) 

 Sistem Waduk Grogol (S2WG) 

 Sistem Kali Grogol (S2KG) 

 Sistem Kali Ancol (S2KA) 

 
Keseluruhan Tahap Isistem sewerage ini termasuk pula jaringan Setiabudi yang sudah ada, yang 
melingkupi areal seluas 1.537 ha, atau sekitar 2.3% kota. Detail Rekayasa Desain diselesaikan untuk 
area ini dalam JWDP 2001.  

(3) Kapasitas Sistem Layanan Air Limbah 

Gambar B9-3 menunjukkan jangkauan layanan sewerage di zona pusat (JWDP 2001 Tahap I,Fase I& 
II).  

Kapasitas subsistem layanan air limbah adalah sebagai berikut: 

i) SubsistemGajah Mada: Kapasitas air limbah diperkirakan mencapai 43.200 m³/hari dan air 
limbah ini rencananya akan diolah di Muara Baru IPAL.  
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ii) Subsistem Pantai Mutiara: Kapasitas air limbah diperkirakan mencapai 13.200 m³/hari dan air 
limbah ini rencananya akan diolah di Muara Baru.  

iii) Subsistem Thamrin: Kapasitas air limbah diperkirakan mencapai 15.900 m³/hari dan air 
limbah ini rencananya akan diolah di waduk Setiabudi.  

iv) Subsistem Kali Ancol: Kapasitas air limbah diperkirakan mencapai 13.790 m³/hari dan air 
limbah ini rencananya akan diolah di Ancol.  

v) Subsistem Kali Grogol: Kapasitas air limbah diperkirakan mencapai 11.300 m³/hari dan air 
limbah ini rencananya akan diolah di sebelah Mal Taman Anggrek.  

vi) Subsistem Waduk Grogol: Kapasitas air limbah diperkirakan mencapai 10.700 m³/hari dan air 
limbah ini rencananya akan diolah di sebelah Mal Taman Anggrek.  

vii) Subsistem Siantar: Kapasitas air limbah diperkirakan mencapai 2.768 m³/hari dan air limbah 
ini rencananya akan diolah di Muara Baru.  

(4) Kesejajaran Pipa Sewerage 

Pada JWDP 2001, trunk utama untuk subsistem Thamrin dialirkan ke IPAL Setiabudi. Sementara 
subsistem Gajah Maha, jalur pipa dialirkan ke bagian utara IPAL Muara Baru. Ketika pertama kali 
mengalir dari jalan utama (thoroughfare) (Jl. Thamrin) kemudian akan disampaikan/dihubungkan ke 
Setiabudi, akhirnya arus ini pun akan diarahkan menuju Muara Baru. Rancangan jalur pipa utama 
adalah untuk menggunakan satu pipa utama yang berdiameter sekitar 600 mm – 2.400 mm. 

(5) IPAL 

1) IPAL pada Kolam Setiabudi 

Rancangan IPAL dibuat berdasarkan proses lumpur aktif dengan kapasitas yang direncanakan dapat 
menampung 66.000 m3/hari, yang terdiri dari 16.000 m3/hari dari Fase 1 (kolam timur) dan 50.000 
m3/hari dari Fase 2 (kolam barat). Terdapat ide untuk membangun IPAL di lahan basah kolam 
Setiabudi. 

2) IPAL Muara Baru 

IPALditujukan untuk menangani air limbah dari bagian utara zona pusat (dari Menteng) dengan 
kapasitas yang direncanakan dapat menampung 62.000 m3/hari dari Fase 2 menurut Proses Aerasi 
Danau dan kapasitas 78.000 m3/hari dari Tahap II berdasarkan proses lumpur aktif. Namun, lahan 
diajukan dari Reklamasi Laut, lebih lanjut, akses jalan menuju IPAL mensyaratkan adanya reklamasi 
laut dan pemukiman kembali.  

Desain kualitas influen dan efluen air masing-masing adalah 210 mg/L (BOD) dan 30 mg/L (BOD). 
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Sumber: Disusun oleh Tim Ahli JICA dari M/P Lama 2001 dan JWDP 2001 

Gambar B9-3  Area Pengembangan Sewerage Development (M/P Lama 1991) dan Area 
Layanan di Zona Pusat (JWDP 2001 Tahap I,Fase I& II) 

 
B9.3 Peninjauan Kembali Master Plan dan Detail Desain untuk Proyek Pengembangan Air 

Limbah Jakarta (Peninjauan Kembali Master Plan 2009) 

B9.3.1 Latar Belakang 

Peninjauan kembali Master Plan 2009 dibuat berdasarkan tinjauan ulang atas M/P Lama 1991 
dandokumen-dokumen terkait Detail Rekayasa Desain JWDP 2001 Fase 2 (Kuningan, Gatot Subroto, 
SCBD, Krukut, Menteng Pulo, Thamrin, Gajah Mada dan Pantai Mutiara) untuk beradaptasi dengan 
kondisi-kondisi terbaru sebagaimana digambarkan pada Gambar B9-4. Instansi pelaksanaan untuk 
persiapan Peninjauan Kembali Master Plan 2009 adalah DGHS dan DKI Jakartadandukungan 
anggaran diberikan oleh DGHS. 
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Sumber: Disusun oleh Tim Ahli JICA dari Peninjauan Ulang Master Plan 2009 

Gambar B9-4  Garis Besar Peninjauan Kembali Master Plan 2009 
 
B9.3.2 Sifat-sifat Umum Daerah Penelitian 

Gambar B9-5 menunjukkan daerah  penelitian padaPeninjauan Kembali Master Plan 2009.  

Adapun sifat/karakteristik umum dari daerah penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 

a) Daerah penelitian adalah zona pusat (Fase 2) yang terdiri dari 50 kelurahan, 10 kecamatan di 3 kota 
madya (Jakarta Pusat, Jakarta BaratdanJakarta Utara). 

b) Luas daerah penelitian tersebut adalah 6,532 hektar dengan total populasi 1,092,235 jiwa (2009). 
c) Kondisi topografis. 

i) 40% dari wilayah Jakarta berada di bawah laut pasang dan dilewati oleh 13 sungai besar.  
ii) Tinggi lahan dari pinggir pantai hingga kanalbanjir adalah 0-10 m di atas permukaan air laut. 

d) Kondisi geo-hidrologis. 
i) Air Tanah: kondisi air tanah pada daerah layanan berada pada Region I dalam bentuk sedimen 

tipis 0-3 m (saline) dan lahan Region II memiliki sedimen yang tinggi yaitu 7-12m. 
ii) Air Permukaan: DKI Jakartadilewati 13 sungai besar dan beberapa sungai kecil dan 40 kolam 

yang tersebar di berbagai daerah di dalam kota.  
 

2001 



Proyek Untuk Pengembangan Kapasitas Sektor Air Limbah Melalui  
Peninjauan Master Plan Pengelolaan Air Limbah di DKI Jakarta di Republik Indonesia 

YEC/JESC/WA  JV                                                          Laporan Akhir (Laporan Utama) 
B-198 

 
Sumber: Disusun oleh Tim Ahli JICA dari Peninjauan Kembali Master Plan 2009 

Gambar B9-5  Daerah Penelitian (Study Area) pada Peninjauan Kembali Master Plan 2009 
 
B9.3.3 Analisis Populasi pada Peninjauan Kembali M/P 2009 

i) Proyeksi populasi dari daerah penelitian dibuat berdasarkan data yang berasal dari 
“Kecamatan dalam Angka – Biro Pusat Statistik pada tahun 2006, 2007 dan 2008". 

ii) Tingkat pertumbuhan penduduk di Jakarta Pusat pada umumnya adalah negatif, misalnya 
-0.8% hingga 0.2%, dan di Jakarta Barat positif yaitu pada0,1% - 3%, sementara di Jakarta 
Utarahanyalah 0.9%.  

iii) Tingkat pertumbuhan rata-rata diperkirakan pada + 1%, sehingga populasi pada daerah 
penelitian diproyeksikan mencapai 1,206,327 jiwa.  

iv) Distribusi populasi mengarah pada daerah pinggiran, sementara di pusat kota total populasi 
semakin menipis.  

v) Kepadatan di Jakarta Pusatmenunjukkan penurunan tren akibat adanya penurunan populasi 
terkait dengan perubahan atas daerah yang mulanya untuk perumahan menjadi wilayah 
perdagangan dan institusi. 

 

B9.3.4 Tingkat Layanan 

Tabel B9-3 menunjukkan tingkat layanan dalam Peninjauan Kembali Master Plan 2009. 

Karakteristik yang menonjol dari tingkat layanan adalah sebagai berikut: 

a) Daerah layanan air limbah untuk zona pusat mencakup daerah perumahan, gedung-gedung tinggi 
(Gedung Bertingkat Banyak) dan daerah komersial dan institusi. Sepanjang jalur pipa dari 
Thamrin, Gajah Mada hinggalokasi IPALyang berada di Selatan Waduk Pluit, sebagian besar 
adalah gedung-gedung bertingkat dan daerah komersial.  

b) Menurut Peraturan Daerah Gubernur DKI Jakarta No. 122 tahun 2005, daerah yang dilewati oleh 
sistem perpipaan air limbah wajib untuk terhubung dengan sistem tersebut.  
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c) Telah direncanakan bahwa tingkat layanan untuk gedung-gedung bertingkat adalah 90% pada 
Tahap I (tahun sasaran 2020). Diharapkan semua gedung yang termasuk dalam kategori gedung 
bertingkat terhubung dengan sistem perpipaan.  

d) Selain bangunan bertingkat, daerah komersial dan institusi juga sebagian besar dilewati sistem 
perpipaan. Rencananya, 60% dari area tersebut akan terkoneksi dengan sistem. Sementara waktu, 
daerah perumahan hanya ditarget sebesar 23%. 

e) Rata-rata tingkat layanan air limbah di zona pusat hingga tahun 2020 direncanakan mencapai 
45%, yang merupakan 7.4 % dari servis rata-rata di DKI Jakarta.  

f) Pada 2030, tingkat layanan akan dinaikkan hingga 70% di zona pusat atau 14% dari populasi DKI 
Jakarta.   

g) Total tingkat layanan akan dinaikkan hingga 69% atau 6,6% dari total area DKI Jakarta. 

Tabel B9-3  Tingkat Layanan pada Peninjauan Kembali Master Plan 2009 

DESKRIPSI 
2020 2030 

Area Populasi Air Limbah Area Populasi Air Limbah
(ha) (jiwa)/(PE) (m³/hari) (ha) (jiwa)/(PE) (m³/hari) 

DAERAH LAYANAN             

Perumahan 4.336 978.543 123.555 4.336 1.337.232 168.839
Bangunan Bertingkat 855 285.000 35.984 855 285.000 35.984
Perdagangan & Institusi 947 346.400 43.781 1.043 347.667 43.781

Total 6.138 1.609.943 203.319 6.234 1.969.899 248.603

LAYANAN AIR LIMBAH   

Perumahan 997 254.421 32.124 2.558 788.967 99.615
Bangunan Bertingkat 769 256.500 32.386 855 285.000 35.984
Perdagangan & Institusi 568 207.840 26.268 939 312.900 39.402

Total 2.335 718.761 90.778 4.352 1.386.867 175.001

TINGKAT LAYANAN   
Perumahan 23% 26% 26% 59% 59% 59%
Bangunan Bertingkat 90% 90% 90% 100% 100% 100%
Perdagangan & Institusi 60% 60% 60% 90% 90% 90%

Rata-rata Tingkat Layanan 38% 45% 45% 70% 70% 70%
DKI Jakarta 65.000 9.758.500 65.000 9.915.600 
DKI Jakarta (%) 3,60% 7,40% 6,70% 14,00% 
Sumber: Disusun oleh Tim Ahli JICA dengan Peninjauan Kembali Master Plan 2009 

 
B9.3.5 Kesejajaran Pipa Sewerage 

Pada Peninjauan Kembali Master Plan, daerah layanan dibagi ke dalam 2 Subsistem Rute Pipa Utama, 
yaitu Subsistem Rute Perpipaan Utama Timur dan Barat, yang berdiameter sekitar 600mm – 1.800mm. 

Gambar B9-6 menunjukkan sistem pengumpulan air limbah pada Peninjauan Kembali Master Plan 
2009 dibandingkan dengan JWDP 2001. 

 
B9.3.6 IPAL 

(1) IPAL pada Sisi Selatan Waduk Pluit 

Tahap I IPALyang berkapasitas 86.400 m3/hari (atau 1000 L/dt) rencananya akan dibangun di bagian 
selatan dari Waduk Pluit. Adapun jenis proses pengolahan yang dirancang adalah lumpur aktif dengan 
menggunakan Membrane Biological Reactor (MBR) 25%. Total wilayah yang dibutuhkan adalah 
sekitar 3-4 ha, namun, wilayah ini sudah dipenuhi dengan pemukiman.  
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(2) IPAL pada Sisi UtaraWaduk Pluit 

Tahap II IPALyang berkapasitas 86.400 m3/hari (atau 1000 L/dt) rencananya akan dibangun di bagian 
utara Waduk Pluit. Adapun jenis proses pengolahan yang dirancang adalah sama seperti Tahap I, yaitu 
lumpur aktif dengan menggunakan MBR 25%. Total wilayah yang dibutuhkan adalah sekitar 3-4 ha, 
namun, wilayah ini sudah dipenuhi dengan pemukiman.  

Desain kualitas air influendanefluenadalah 213,31 mg/L (BOD), 124,52 mg/L (SS) dan 20 mg/L 
(BOD) untuk perluasan aerasi (<5 mg/L (BOD) untuk perluasan aerasiplus membran).   

Kondisi tanah pada kedua lokasi tersebut masih merupakan lahan milik warga dan karenanya, sulit 
untuk diambil alih karena akan melibatkan relokasi dan kompensasi kepada warga.  

 
B9.3.7 Tahap Perencanaan 

Konstruksi dari IPALdansistem perpipaan dibagi dalam 2 tahap, yaitu: 

(1) Tahap I: 2010 – 2020 

PadaTahap I, pembangunanIPALyang berkapasitas 86.400 m3/hari (atau 1000 L/dt) rencananya 
dibangun dalam 2 fase yang masing-masingnya adalah 43.200 m3/hari (atau 500 L/dt) untuk subsistem 
barat dan 43.200 m3/hari (atau500 L/dt) untuk subsistem timur. 

(2) Tahap II: 2020 – 2030 

Tahap ini direncanakan hingga tahun 2030. Pada 2030, diharapkan total volume air limbah dapat 
meningkat hingga 175.001 m3/hari (atau 2.000 L/dt).  

 

 
Sumber: Disusun olehTim Ahli JICAdengan JWDP 2001 Peninjauan Kembali Master Plan 2009 

Gambar B9-6  Sistem Pengumpulan Air limbah 
(Kiri-JWDP 2001; Kanan-Peninjauan Kembali Master Plan 2009) 
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B10 Pengalaman pada Proyek Serupa 

Pada Proyek Pengembangan sewerage (L/A untuk proyek pinjaman Yen Jepang ditandatangani pada 
November 1994) sebagai proyek pengembangan sewerage terbesar di Indonesia. Waktu pengerjaan 
proyek tersebut ditunda hingga 7 tahun karena alasan krisis moneter Asia, desentralisasi, penundaan 
akuisisi tanah, dan waktu yang terlalu lama pada saat melakukan koordinasi akan sharing investasi 
antara pemerintah pusat dan daerah, dll.  

Berdasarkan pengalaman tersebut, berikut ini adalah pelajaran yang dapat diambil dalam penerapan 
proyek sewerage di Indonesia.  

1) Apabila proyek sanitasi termasuk sewerage diimplementasikan tidak hanya di Indonesia, tetapi 
juga berbagai negara lainnya, bantuan finansial dari pemerintah pusat tidak dapat digantikan. 
Perlu kiranya untuk mengatur seperangkat aturan untuk pembagian finansial antara pemerintah 
pusat dan daerah. Di Jepang, penetapan sistem subsidi untuk proyek sewerage oleh pemerintah 
pusat (1970) sangat berkontribusi pada percepatan rasio layanan sewerage. Di Indonesia, telah 
dipastikan bahwa pemerintah pusat akan membantu proyek sanitasi yang dirancang pemerintah 
daerah melalui sistem penyesuaian hibah yang juga dibantu oleh hibah dari pemerintah daerah 
dalam jumlah yang sama sebagai sumber finansial dari PPSP 2010-2014. 

2) Mengingat pengamanan lahan untuk fasilitas pengolahan air limbahadalah masalah yang paling 
penting dalam pengembangan sewerage, maka lahan yang diperlukan harus dijaga dalam tahap 
perumusan M/P. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PART-C PERTIMBANGAN DASAR 
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PART-C PERTIMBANGAN DASAR PERENCANAAN DAN DESAIN 

C1 Pertimbangan Perencanaan 

C1.1 Pembagian Wilayah Off-site dan Wilayah On-site 

Sebagai hasil dari survei lapangan, ditemukan bahwa terdapat daerah-daerah kumuh, di mana on-site 
sanitasi diprioritaskan, ada di seluruh wilayah DKI Jakarta. Sehingga tidak mungkin dalam lingkup 
terkini dari master plan untuk menunjukkan tempat yang tepat di wilayah on-site dan off-site. Oleh 
karena itu, pembagian wilayah off-site dan wilayah on-site dilaksanakan berdasarkan kebijakan 
berikut. 

Tabel C1-1  Kebijakan untuk Pembagian Wilayah Off-site dan On-site 
Wilayah Persyaratan untuk Pembagian 

Off-site 
(sewerage) 

Zona sewerage dengan kepadatan penduduk yang tinggi, pada prinsipnya harus 
dikembangkan sebagai prioritas tertinggi. Juga wilayahnya, di mana lahan untuk IPAL 
harus diamankan dan pembangunan sistem pembuangan air limbah dapat dilakukan, 
harus menjadi prioritas. 

On-site 
(fasilitas 
sanitasi) 

Wilayah sanitasi on-site harus mempertimbangkan hal-hal berikut; 
 Wilayah selain wilayah off-site yang merupakan wilayah transisi on-site sampai 

sistem off-site telah dikembangkan. 
 Wilayah selain wilayah off-site yang merupakan wilayah permanent on-site dimana 

sistem off-site secara teknis sulit dikembangkan. Rasionya diperkirakan sekitar 20%. 

Sumber: Tim ahli JICA 
 
C1.2 Rencana Tata Guna Lahan Pada Masa yang akan datang (RTRW 2030) 

C1.2.1 Pertimbangan Perencanaan 

1) Outline RTRW 2030 

Rencana tata ruang provinsi untuk 2011-2030 DKI Jakarta (selanjutnya disebut RTRW 2030) telah 
disetujui oleh badan legislatif provinsi pada tanggal 24 Agustus 2011. Onset dari RTRW 2030, visi 
tersebut dinyatakan sebagai berikut, "Jakarta sebagai ibukota nyaman, berkelanjutan dan terpadu 
dengan masyarakat yang sejahtera". Sejalan dengan visi tersebut misi yang ditetapkan dalam RTRW 
2030 adalah sebagai berikut. 

 Untuk membangun infrastruktur dan kota manusiawi 
 Untuk mengoptimalkan produktivitas ibukota 
 Untuk mengembangkan budaya perkotaan 
 Untuk pengembangan mitigasi bencana berbasis utama  
 Untuk menciptakan kehidupan yang makmur dan kota yang dinamis 
 Untuk menyeimbangkan kehidupan kota dengan lingkungan 

 
RTRW 2030 bertujuan untuk merealisasikan pemanfaatan tata ruang pilihan yang akan memenuhi 
proyeksi populasi di tahun 2030 yaitu 12.7 juta. Berkaitan dengan hal ini, pengatasan dan kebijakan 
berikut ini diadopsi dalam RTRW 2030.  

 Untuk mencapai ruang hijau sebesar 30% dari total luas lahan DKI Jakarta, terdiri dari 20% 
ruang penghijauan umum dan 10% ruang penghijauan pribadi 

 Untuk meningkatkan/mengembangkan transportasi umum (Trans Jakarta, KA, MRT dan 
monorail) dengan menyatukan pendekatan, dan akomodasi 60% dari total perjalanan di DKI 
Jakarta 

 Untuk membuat pinggiran transportasi umum dengan pemanfaatan ruang vertikal melalui teknik 
pembangunan kembali 

 Untuk menyediakan perumahan bertingkat menengah ke atas dalam pembangunan baru, dan 
bukan perumahan bertingkat rendah 

 Untuk mengendalikan banjir melalui pengerukan 13 sungai/kanal besar dan meningkatkan 
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kapasitas kanal timur dan barat 
 Untuk mempromosikan reklamasi dengan pembangunan tembok laut raksasa di sisi jauh teluk 

Jakarta 

Sebagai pengembangan skala besar mendatang, ada proyek reklamasi yang menyediakan tempat 
pembuangan sampah antara tembok laut raksasa tersebut di atas dan pantai utara DKI Jakarta. Wilayah 
reklamasi dibagi menjadi beberapa tempat pembuangan sampah dimana SP3L telah dikeluarkan untuk 
beberapa pengembang pada 1990-an. Meskipun proyek itu sendiri telah dimasukkan ke dalam rencana 
tata ruang provinsi DKI Jakarta (RTRW 2010) terdahulu yang dibuat pada tahun 1999, hal itu belum 
terealisasikan. Proyek reklamasi yang baru dimasukkan ke dalam RTRW 2030 seperti yang 
ditunjukkan pada Gambar C1-1, cluster timur dari tempat pembuangan sampah ini direncanakan 
sebagai kawasan industri, cluster pusat sebagai daerah perumahan dan komersial/institusional dan 
cluster barat sebagai daerah perumahan. Masing-masing TPA akan dilaksanakan oleh pengembang, 
sedangkan manajemen keseluruhan akan berada di bawah kendali otoritas DKI Jakarta. Pada tahap ini, 
populasi proyeksi wilayah reklamasi dan program proyek termasuk badan pelaksanaan pembangunan 
tembok laut dan pelaksanaan jadwal belum dipublikasikan. Selain itu, sistem penyediaan air dan 
pengolahan air limbah di wilayah reklamasi akan dikembangkan sendiri.  

RTRW 2030 termasuk rencana tata ruang umum dari lima wilayah kota dan satu kabupaten 
(Kepulauan Seribu) sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Rencana tata ruang secara umum hanya 
menunjukkan bimbingan prinsip rencana pembangunan dari jangka menengah hingga jangka panjang 
untuk masing-masing pemerintah daerah. Rencana khusus pembangunan infrastruktur umumnya 
ditampilkan dalam rencana sektor, dan peraturan zonasi yang digunakan untuk prosedur administrasi 
penggunaan ruang yang ditampilkan bersama dengan rencana rinci tata ruang dari setiap kecamatan. 
Artinya, layanan administrasi pada izin pembangunan tidak dapat dilakukan hanya oleh rencana tata 
ruang umum. Meskipun rencana tata ruang umum tersebut pemerintah daerah disahkan dalam badan 
legislatif provinsi DKI Jakarta, otoritas yang bertanggung jawab atas izin pembangunan harus 
menunggu pembentukan rencana rinci tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang umum dan 
pembentukan peraturan penegakan rinci yang memungkinkan penegakan insentif, sanksi administrasi 
dan sebagainya. 

2) Kedudukan Pengelolaan Air Limbah dalam RTRW 2030 

Pengembangan kebijakan pengelolaan air limbah dalam RTRW 2030 adalah untuk mengembangkan 
fasilitas di zona pusat kegiatan perkotaan hierarkis dan terpadu bersama dengan fasilitas/utilitas 
perkotaan lainnya seperti sistem penyediaan air minum dan sistem distribusi listrik. Dalam rangka 
mempromosikan kebijakan pembangunan, strategi diindikasikan sebagai berikut; "untuk memisahkan 
drainase dan sistem sewerage secara bertahap dan mengembangkan sistem pengelolaan air limbah". 
Selain itu, didefinisikan bahwa peningkatan sistem manajemen air limbah adalah salah satu strategi 
memberikan kontribusi bagi pengurangan gas rumah kaca sebagai upaya untuk mengantisipasi 
pemanasan global dan perubahan iklim. 

Rencana tata ruang umum menyediakan struktur tata ruang (sistem pada zona pusat kegiatan 
perkotaan dan jaringan infrastruktur) dan pola tata ruang (perencanaan penggunaan lahan). Dalam 
RTRW 2030, struktur tata ruang terdiri dari zona pusat kegiatan perkotaan, jaringan transportasi, 
jaringan sumber daya air dan jaringan utilitas perkotaan. Sistem pengelolaan air limbah termasuk 
dalam jaringan utilitas perkotaan. Prinsip-prinsip panduan untuk membangun sistem pengelolaam air 
limbah adalah sebagai berikut. 

 Pengembangan sistem pengelolaan air limbah diterapkan melalui pemisahan bertahap antara 
sistem drainase dan sistem pengolahan air limbah. 

 Pengembangan sistem pengelolaan air limbah didefinisikan sebagai pengembangan dari 
sumber air alternatif. 

 Pengembangan sistem pengelolaan air limbah mencakup pengolahan air limbah industri dan 
domestik. 

 Sistem pengolahan air limbah industri dikembangkan dengan fasilitas pengolahan komunal 
atau individual sebelum dikeluarkan ke dalam lingkungan air pinggiran. 

 Sistem pengolahan air limbah domestik terdiri dari sistem pengolahan terpusat, sistem 
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pengolahan komunal dan sistem pengolahan individual. 
 Pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik diprioritaskan di wilayah pusat DKI 

Jakarta. 
 Pengembangan instalasi pengolahan lumpur tinja dilakukan di Pulo Gebang, Duri Kosambi 

dan wilayah selatan. 

Berdasarkan M/P lama tahiun 1991, zona pembuangan limbah untuk sistem pengelolaan air limbah 
domestik dan situs yang direncanakan untuk fasilitas pengolahan air limbah ditunjukkan dalam RTRW 
2010. Namun, M/P lama tahun 1991 tidak mencapai apapun. Di sisi lain, rencana masa depan zona 
sewerage dan lokasi fasilitas pengolahan air limbah tidak ditampilkan dalam RTRW 2030. Menurut 
dinas perencanaan tata ruang, hal ini karena lokasi fasilitas pengolahan air limbah mempengaruhi 
sekitar dalam hal transaksi tanah dan sebagainya. Untuk alasan ini, informasi rinci tentang fasilitas 
pengolahan air limbah akan ditampilkan di M/P yang baru. Selain itu, sistem pengelolaam air limbah 
yang diusulkan tidak dapat dimasukkan dalam RTRW 2030 secara praktis, karena RTRW 2030 
disetujui sebagai peraturan provinsi oleh badan legislatif pada bulan Agustus 2011 dan sekarang 
diberlakukan. Sebaliknya, sistem pengelolaan air limbah termasuk lokasi instalasi pengolahan air 
limbah dari M/P yang baru harus dicatat dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta. 

3) Klasifikasi Penggunaan Lahan untuk Pengelolaan Air Limbah 

Penggunaan lahan di M/P lama tahun 1991 diklasifikasikan ke daerah perumahan, daerah 
komersial/institusional, kawasan industri dan lainnya. Klasifikasi yang sama dengan M/P lama tahun 
1991 digunakan untuk merumuskan M/P yang baru. Penggunaan lahan klasifikasi dalam rencana tata 
ruang kota dari RTRW 2030 dapat dibagi dalam 4 kategori tersebut seperti terlihat pada tabel berikut. 

Tabel C1-2  Klasifikasi Penggunaan Lahan dalam RTRW 2030 dan Penggabungannya 

Klasifikasi Penggunaan Lahan dalam RTRW 
2030 

Penggabungan Klasifikasi Penggunaan Lahan untuk 
Pengelolaan Air Limbah 

Taman Perumahan & Fasilitas 
Area Perumahan 

Area Perumahan & Fasilitas 

Area Pemerintahan 

Area Komersial/Institusi 
Area untuk Fasilitas Pemerintah Asing 

 Taman Perkantoran, Komersial & Servis 

Area Perkantoran, Komersial & Servis 

Area Industri dan Pergudangan Area Industri 

Area Perlindungan 

Lain-lain 
Penghijauan & Ruang Terbuka 

Air Daratan 

Jalan 

Sumber: Tim Ahli JICA  
 

4) Rencana Penggunaan Lahan 

Gambar C1-1 menunjukkan rencana penggunaan lahan di tahun 2030, yang digambar ulang dari 
penggabungan penggunaan lahan untuk pengelolaan air limbah dengan dasar rencana penggunaan 
lahan wilayah dalam RTRW 2030. 
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Sumber: Penggambaran ulang disiapkan oleh tim ahli JICA berdasarkan RTRW 2030 

Gambar C1-1  Rencana Penggunaan Lahan di tahun 2030 dari Lahan Utama DKI Jakarta 
 
Arah penggunaan lahan masa depan di bidang reklamasi sepanjang pantai utara DKI Jakarta 
ditunjukkan dalam RTRW 2030 seperti yang terlihat pada Gambar C1-1. Wilayah reklamasi dibagi 
menjadi bagian timur, bagian tengah dan bagian barat. Penggunaan tanah bagian-bagian ini sejalan 
dengan daratan, yaitu bagian timur untuk penggunaan tanah industri, bagian tengah untuk penggunaan 
lahan campuran dengan perumahan dan komersial/institusional, dan bagian barat untuk penggunaan 
lahan perumahan. 

Berkaitan dengan penggunaan lahan daratan DKI Jakarta pada masa depan, daerah industri 
terkonsentrasi di timur laut, dan daerah komersial/institusional dikumpulkan bersama dengan 
perkembangan pita sepanjang jalan arteri. Tabel berikut menunjukkan perbandingan penggunaan lahan 
antara penggunaan lahan tahun 2007 dan penggunaan lahan di masa depan pada tahun 2030.  
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Tabel C1-3  Perbandingan Penggunaan Lahan DKI Jakarta (Dataran Utama) 2007 dan 2030 
Tahun 2007 2030 1)

Penggunaan Lahan Area (ha) Ratio (%) Area (ha) Ratio (%)

Perumahan 34,360.0 53.4 33,378.5 51.9

Komersial & Institusional 10,533.6 16.4 9,246.3 14.4

Industri 4,670.8 7.3 5,065.9 7.9

Lain-lain 14,727.8 22.9 16,601.5 25.8

Total 2) 64,292.2 100.0 64,292.2 100.0  
1) Area reklamasi tidak termasuk dalam perbandingan. 
2) Area dari lahan utama DKI Jakarta berbeda dari area 65,363 ha yang ditunjukkan dalam BPS-Jakarta pada 

Gambar 2010, karena area tsb dihitung dari data GIS yang didigitalkan dari peta tercetak. 

Sumber: Tim ahli JICA 
 
Dibandingkan dengan penggunaan lahan tahun 2007, penggunaan lahan perumahan akan menurun dari 
53,4% menjadi 51,9% dan penggunaan lahan komersial akan menurun dari 16,4% menjadi 14,4% 
pada 2030, sedangkan penggunaan lahan industri akan sedikit meningkat dan penggunaan lahan 
lain-lain akan meningkat dari 22,9% menjadi 25,8%. Ini dikarenakan daerah pemukiman bawah 
sebagian akan dikonversi menjadi penggunaan lahan lainnya seperti lahan penghijauan dan industri 
melalui vertikalisasi wilayah built-up yang ada, upaya untuk mengurangi perkembangan pita 
sepanjang jalan arteri akan dilakukan.  

 
C1.3 Proyeksi Populasi Pada Masa yang akan Datang dan Pendistribusiannya pada Wilayah 

Proyek 

Untuk proyeksi populasi DKI Jakarta saat ini dan masa yang akan datang, terdapat beberapa data 
seperti berikut ini yang diterbitkan oleh beberapa organisasi berbeda: 

1. Data berdasarkan sensus nasional yang dilakukan oleh BPS 
2. “Jakarta dalam Angka/Jakarta in Figures” yang diterbitkan tahunan oleh BPS 
3. Data populasi dari Dinas Kependudukan DKI Jakarta 
4. Data populasi dari survey sosial-ekonomi nasional 
5. Data populasi di dalam Rencana Tata Ruang baru yang diterapkan oleh Departemen 

Perencanaan Tata Ruang Kota DKI Jakarta 

Mengambil data 2010 sebagai contoh, ada perbedaan besar data populasi diantara sumber data seperti 
yang ditunjukkan pada Tabel C1-4. 

Tabel C1-4  Perbandingan Data Populasi dari Organisasi Berbeda untuk 2010 
No. Sumber Data Populasi 2010 Catatan 

1 Sensus nasional yang dilakukan oleh 
BPS 

9,588,200  

2 Jakarta dalam Gambaran oleh BPS 7,638,562 Populasi non-registrasi di area kumuh tidak 
termasuk. 

3 Dinas Populasi DKI Jakarta 8,528,216  

4 Survey Sosial-Ekonomis Nasional 9,357,430  

5 Departemen Perencanaan Tata Kota 
DKI Jakarta 

9,738,880 Populasi ini diterapkan dalam Rencana Tata 
Ruang baru DKI Jakarta. 

Sumber: Disiapkan oleh tim ahli JICA berdasarkan data yang diperoleh dari organisasi-organisai terkait di Indonesia 

 
Setelah diskusi dengan DKI Jakarta, kedua belah pihak Tim Proyek JICA dan DKI Jakarta sampai 
pada kesimpulan bahwa M/P baru untuk Proyek tersebut harus dirumuskan sesuai dengan Rencana 
Tata Ruang baru untuk tahun 2030 (selanjutnya disebut "RTRW 2030"). Oleh karena itu, telah 
diputuskan bahwa proyeksi penduduk yang diterapkan dalam RTRW 2030 harus diadopsi sebagai 
populasi desain untuk Proyek. 
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Populasi pada saat ini dan masa yang akan datang untuk setiap kota di DKI Jakarta diterapkan dalam 
RTRW 2030 (2010-2030) seperti yang terlihat pada Tabel C1-5. Menurut RTRW 2030, diperkirakan 
bahwa penduduk DKI Jakarta akan mencapai populasi jenuh pada tahun 2030. 

Tabel C1-5  Proyeksi Populasi DKI Jakarta (orang) 
Tahun

Kota 
2010 2015 2020 2025 2030 

Jakarta Utara 1,554,003 1,853,854 1,993,032 2,205,298 2,360,286 

Jakarta Barat 2,345,524 2,520,770 2,807,023 2,989,373 3,211,959 

Jakarta Pusat 952,635 1,032,834 1,041,686 1,129,759 1,163,800 

Jakarta Selatan 2,280,406 2,352,822 2,598,275 2,736,680 2,869,321 

Jakarta Timur 2,585,628 2,768,408 2,844,145 2,932,867 3,059,916 

Total untuk 5 kota 9,718,196 10,528,688 11,284,161 11,993,977 12,665,282 

Luas DKI Jakarta (ha) 64,292 65,613 66,933 68,253 69,573 

Kepadatan Penduduk 
(org/ha) 

151 160 169 176 182 

Sumber: Dinas Tata Ruang DKI Jakarta 
 
Kepadatan penduduk untuk masing-masing kota seperti yang terlihat pada Tabel C1-6. Diperkirakan 
bahwa DKI Jakarta seharusnya menjadi kota dengan kepadatan yang berlebih yaitu 196 orang/ha pada 
tahun 2030 dimana lebih banyak daripada Tokyo (140 orang/ha pada 2010). 

Tabel C1-6  Kepadatan Penduduk DKI Jakarta 
Tahun

Kota 
2010 2020 2030 

Jakarta Utara 111 120 123 

Jakarta Barat 187 224 257 

Jakarta Pusat 199 218 243 

Jakarta Selatan 158 179 198 

Jakarta Timur 140 153 198 
Rata-rata untuk 5 kota 151 169 182 

Sumber: Dinas Tata Ruang DKI Jakarta 
 
Kepadatan penduduk pada tingkat Kelurahan untuk tahun 2010, 2020 dan 2030 seperti terlihat pada 
Gambar Gambar C1-2 s/d Gambar C1-4. 
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Sumber: Disiapkan oleh tim ahli JICA berdasarkan data dari DKI Jakarta 

Gambar C1-2  Kepadatan Penduduk pada Tingkat Kelurahan di DKI Jakarta (2010) 
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Sumber: Disiapkan oleh tim ahli JICA berdasarkan data dari DKI Jakarta 

Gambar C1-3  Kepadatan Penduduk pada Tingkat Kelurahan di DKI Jakarta (2020) 
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Sumber: Disiapkan oleh tim ahli JICA berdasarkan data dari DKI Jakarta 

Gambar C1-4  Kepadatan Penduduk pada Tingkat Kelurahan di DKI Jakarta (2030) 
 
C1.4 Rasio Cakupan Sewerage 

Rasio cakupan sewerage dinyatakan dengan rasio populasi dengan pengolahan sewage dan 
didefiniskan sebagai berikut: 

Rasio Populasi dengan Pengolahan Sewage (%) = Populasi Tertangani / Populasi 
Administratif×100 

 
“Populasi Tertangani” berarti populasi yang mampu untuk melepaskan air limbah domestik. Dalam 
M/P yang baru, hal itu disebut sebagai “rasio cakupan fasilitas sewerage” dan secara terpisah 
didefiniskan sebagai rasio cakupan pelayanan sewerage. 

Selanjutnya, rasio cakupan fasilitas sewerage dan rasio cakupan layanan sewerage akan dijelaskan secara 
rinci. 

(1) Rasio Cakupan Fasilitas Sewerage 

Rasio cakupan fasilitas sewerage didefinisikan sebagai berikut: 

 Kapasitas pengolahan air limbah pada IPAL terhadap volume desain air limbah 

Rasio cakupan fasilitas sewerage diperoleh dengan persamaan berikut. 
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Rasio Cakupan Fasilitas Sewerage (%) = Kapasitas Pengolahan pada IPAL yang telah dibangun 
(m3/hari) / Volume Desain Air Limbah di DKI Jakarta pada tahun yang bersangkutan (m3/hari)×
100 

 

(2) Rasio Cakupan Layanan Sewerage 

Rasio cakupan pelayanan sewerage didefinisikan sebagai berikut: 

 Rasio populasi cakupan pelayanan sewerage terhadap populasi administrative pada tahun 
yang bersangkutan 

Populasi cakupan pelayanan sewerage didefinisikan sebagai berikut: 

 Populasi dalam situasi dimana penduduk dapat menerima layanan sewerage (populasi yang 
mampu membuang air limbah ke sewer di zona sewerage yang bersangkutan)  

Rasio cakupan pelayanan sewerage diperoleh dengan persamaan berikut: 

Rasio Cakupan Pelayanan Sewerage (%) = Populasi cakupan pelayanan sewerage (orang) / 
populasi admistratif di DKI Jakarta pada tahun yang bersangkutan (orang)×100 

 
C2 Pertimbangan Desain 

C2.1 Sistem Pengumpulan Air Limbah 

(1) Sistem Terpisah dan Sistem Tergabung 

Pengumpulan air limbah sewerage (air hujan + air limbah) mempunya 2 sistem; sistem terpisah 
(separated system) dan sistem tergabung (combined system) (Gambar C2-1 and Gambar C2-2). Tabel 
C2-1 memperlihatkan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem. 

 

 
Sumber: Kutipan dari homepage Perencanaan Sewerage Shizuoka City di Jepang 
Gambar C2-1  Diagram Konsep Sistem Terpisah 

Black water dan 
Grey water

Hujan
Sungai

Pipa air limbah 

Pipa air hujan

IPAL

Air hujan juga
tercemar

Terolah



Proyek Untuk Pengembangan Kapasitas Sektor Air Limbah Melalui  
Peninjauan Master Plan Pengelolaan Air Limbah di DKI Jakarta di Republik Indonesia 

YEC/JESC/WA  JV                                                        Laporan Akhir (Laporan Utama) 
C-11 

 
Sumber: Kutipan dari homepage Perencanaan Sewerage Shizuoka City di Jepang 
Gambar C2-2  Diagram Konsep Sistem Tergabung 

 
Tabel C2-1  Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pengumpulan Air Limbah 

(Sistem Terpisah dan Sistem Tergabung) 
Sistem 

pengumpulan 
air limbah 

Kelebihan Kekurangan 

Sistem Terpisah  Hanya sejumlah kecil air limbah yang 
mengalir langsung ke sungai dan laut 
karena air limbah terpisah dari air hujan 
dan diolah di IPAL. 

 Jika saluran pembuangan air hujan masih 
ada, biaya pembangunan kecil karena 
hanya pipa untuk air limbah yang 
dipasang. 

 Kapasitas IPAL kecil karena hanya 
mengolah air limbah. 

 Jika beberapa area membutuhkan pipa 
untuk air limbah dan air hujan, biaya 
pembangunan lebih tinggi daripada 
sistem tergabung. Pembangunan akan 
sulit di beberapa area dimana jalan 
sempit dan terdapat instalasi bawah 
tanah, seperti pipa gas dan pipa 
distribusi air. 

 Pada awal hujan, polutan di jalan dan 
zat polusi udara mengalir ke sungai 
dan laut melalui air hujan. 

 Ada beberapa kemungkinan untuk 
melebihi kapadasitas IPAL dan sewer, 
seperti infiltrasi air hujan dan/atau air 
tanah di manholes dan sambungan 
pipe sewer, kesalahan untuk 
menyambungkan pipa drainase air 
hujan dengan pipa air limbah, dll. 

Sistem 
Tergabung 

 Hanya 1 model pipa yang dibutuhkan, 
sehingga biaya pembangunan lebih kecil 
daripada keseluruhan sistem terpisah, yang 
mana 2 model pipa (pipa air limbah dan 
pipa air hujan) dibutuhkan. 

 Pembangunan relative mudah karena 
hanya 1 model pipa yang dibutuhkan dan 
instalasi bawah tanah tidak menyulitkan 
pembangunan. 

 O&M relative mudah karena hanya satu 
pipa terhubung dari fasilitas drainase 
individual ke jaringan sewer umum. 

 Ketika rasio air hujan ke air limbah 
melebihi tingkat tertentu saat hujan, air 
limbah campuran dari ruang aliran 
luapan mengalir langsung ke sungai 
dan laut. 

 Pada saat hujan, polutan dengan 
mudah menumpuk karena diameter 
pipa besar dan lerengnya kecil. 

 Pada saat hujan, kapasitas IPAL 
relative besar karena pengaruhnya 
mencakup tidak hanya air limbah, tapi 
juga merupakan bagian dari air hujan. 

Sumber: Tim ahli JICA 
 

Black dan 
Grey Water 

Over Flow
Chamber

Sungai

Pipa Gabungan

Hujan

IPAL

Air limbah diencerkan
dengan air hujan

Terolah

Primary Treated
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(2) Situasi Terkini Pembangunan Drainase di DKI Jakarta 

Untuk proyek pembangunan drainase yang sedang berlangsung di DKI Jakarta, studi master plan 
untuk drainase sedang dipersiapkan oleh DPU dan proyek pengembangan kapasitas manajemen banjir 
yang komprehensif dilaksanakan di bawah kerja sama teknis JICA. Gambaran penelitian dan proyek 
ini seperti yang ditunjukkan pada Tabel C2-2. 

Tabel C2-2  Gambaran Pembangunan Drainase di DKI Jakarta 
No. Penelitian/Proyek Gambaran 
1 Master Plan untuk Drainase Air Hujan di DKI 

Jakarta 
Rencana untuk melepaskan semua air dalam 
dengan periode ulang setiap 25 tahun oleh 
drainase dan stasiun pompa akan dirumuskan.

2 Proyek Pengembangan Kapasitas Pengelolaan 
banjir yang Komprehensif di Jakarta, Indonesia 

Telah ada beberapa pengalaman dalam banjir 
dan beberapa daerah genangan di DKI Jakarta. 
Untuk menyelesaikan masalah tersebut, pipa 
air hujan akan dirancang pada tahap studi 
kelayakan (F/S). 

Sumber: Tim ahli JICA 
 
Adalah penting bahwa rencana pembangunan sewerage harus dirumuskan sebagai rencana perbaikan 
lingkungan air yang komprehensif bersama dengan rencana pembangunan drainase. Namun demikian, 
output dari penelitian dan proyek untuk rencana pembangunan drainase yang disebutkan di atas tidak 
akan dapat dimasukkan dalam M/P yang baru karena outputnya akan keluar pada tahap selanjutnya. 

Pada tahap studi kelayakan (F/S) untuk pembangunan sewerage, ketika ditemukan bahwa air hujan di 
wilayah proyek untuk F/S tidak dapat dibuang oleh permukaan drainase hanya setelah pemeriksaan 
M/P Drainase, maka studi untuk pengembangan jaringan pipa drainase akan dipertimbangkan. 

(3) Pemilihan Sistem Pengumpulan Air Limbah 

Seperti yang terlihat pada Tabel C2-1, kedua sistem tersebut masing-masing memiliki kelebihan dan 
kekurangan, namun demikian, sistem terpisah akan diadopsi di dalam M/P yang baru. Alasannya 
adalah sebagai berikut; 

 Drainase yang ada masih bisa digunakan karena konstruksinya disepanjang jalan dengan 
kepadatan sebesar 100 sampai 150m/ha di DKI. 

 Rencana tata ruang pada tahun 2030 memerlukan untuk mengolah air hujan dan air limbah secara 
terpisah (Lihat C1.2). 

Di sisi lain, permasalahan berikut ini ditunjukkan untuk sistem yang terpisah pada tahap konstruksi. 

 Di beberapa wilayah, air limbah tercampur dengan aliran air hujan menuju sungai melalui 
drainase skala kecil dan fasilitas lainnya dengan pembilasan air hujan. 

 Dibutuhkan waktu yang lama untuk melengkapi jaringan sewer. Sampai dengan diselesaikannya 
jaringan sewer, situasi sanitasi tidak akan membaik, atau bahkan memburuk di beberapa daerah.  

 Ini akan menjadi tidak jelas, dinas mana yang akan bertanggung jawab atas kualitas air pada 
saluran air skala kecil dan fasilitas lain karena dinas pelaksana sewerage hanya mengelola air 
limbah. Ada resiko bahwa setiap instansi tidak memiliki tanggung jawab atas air limbah dan SS 
dari daerah yang tidak berhubungan. 

Pemecahan masalah tersebut dilakukan selangkah demi selangkah dan untuk mengembangkan sistem 
sewerage, pembangunan sewer induk akan mejadi prioritas pada perencanaan jangka pendek untuk 
sistem off-site, bagaimanapun, perluasan sewer sekunder dan tersier harus diimplementasikan sesegera 
mungkin.  

 
C2.2 Proses Pengolahan Air Limbah 

Harus ada pertimbangan-pertimbangan mengenai permasalahan yang terjadi saat ini dan ketentuan 
untuk peningkatan pada masa yang akan datang selama proses pemilihan dan pendesainan teknologi 
untuk IPAL di DKI Jakarta. Seperti kota metropolitan di negara berkembang lainnya, DKI Jakarta juga 
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dipaksa menghadapi beberapa macam permasalahan. IPAL tidak hanya membutuhkan investasi yang 
besar, tapi juga menjadi infrastruktur yang penting bagi penrbaikan lingkungan air kota dan sanitasi 
yang berhubungan dengan kesehatan dan kehidupan jutaan orang di DKI Jakarta. Oleh karena itu, 
semua permasalahan baik yang sedang berlangsung atau pada masa yang akan datang akan diperiksa 
secara hati-hati selama proses pemilihan dan pendesainan teknologi untuk IPAL seperti yang 
ditunjukkan pada tabel berilkut ini.  

Tabel C2-3  Pertimbangan Desain untuk IPAL di DKI Jakarta 
No. Perihal Pertimbangan 

1 Ketersediaan Lahan 
Ruang terbuka sangat kurang di DKI Jakarta. Oleh karena itu, diperlukan teknologi yang 
menggunakan lahan seminim mungkin dan juga harus terintegrasi dengan landscape sebanyak 
mungkin. 

2 
Kualitas Penerimaan 

Badan Air 

Ini sudah sangat buruk. Untuk jangka panjang, criteria kualitas efluen yang ketat akan diberlakukan 
untuk melestarikan lingkungan air. Untuk jangka pendek, standar kriteria kualitas efluen akan 
dipertimbangkan untuk pemilihan dan pendesainan teknologi. Untuk masa yang akan datang, akan 
ada ketentuan untuk meningkatkan teknologi.  

3 
Kualitas Efluen yang 

Terolah 

Untuk jangka pendek, level standar kualitas efluen yang terolah akan dipertimbangkan untuk 
pemilihan dan pendesainan teknologi. Di masa yang akan datang, akan ada ketentuan untuk 
meningkatkan teknologi.  

4 
Daur ulang Efluen 

yang Terolah 

Ini akan menghemat air tawar dalam jumlah besar, menghasilkan pendapatan untuk memperkuat 
posisi keuangan untuk O&M, dan dengan demikian mengurangi polusi di badan air dan mengurangi
penipisan permukaan air tanah. Akan dilakukan renovasi dan fleksibilitas teknologi untuk 
meningkatkan pendaur ulangan efluen pada saat diperlukan.   

5 
Pembuangan Air 

Limbah yang Terolah 
Harus dapat diterima secara lingkungan dan sosial. 

6 
Kehandalan 
Operasional 

Teknologi yang dipilih harus mudah untuk dioperasikan dan dapat memecahkan masalah, dan 
memberikan kehandalan dalam berbagai kondisi operasional. 

7 
Track Record/Rekam 

jejak 

Teruji coba, dan memberikan bukti yang dapat dinikmati keuntungannya secara global dari seluruh 
dunia pengetahuan dan pengalaman, dengan banyak pelatihan dan informasi yang tersedia untuk 
operator. 

8 
Biaya Siklus Hidup 

(Life-Cycle Cost) 

Biaya siklus hidup akan digunakan sebagai indikator nilai terbaik untuk teknologi. Biaya siklus hidup 
memperhitungkan pengetahuan ketersediaan lahan dan biaya, biaya konstruksi, dan semua input 
operasional, seperti tenaga kerja, energi, bahan kimia, dan biaya perbaikan. 

Sumber: Tim ahli JICA  
 
Alternatif sistem pengolahan dan panduan untuk pemilihan sistem pengolahan sudah ditampilkan pada 
Bagian D6.1.5 (1)-(5). 

 
C2.3 Proses Pengolahan Lumpur Tinja dan Penyedotan 

(1) Mengekstrak Lumpur Tinja 

Truk tangki digunakan untuk mengekstrak lumpur tinja dari fasilitas pengolahan air limbah dalam 
skala kecil, termasuk septik tank (pengumpulan dan transportasi). Berikut ini menunjukkan ketentuan 
dasar untuk mendesain proses penyedotan. 

1) Mengekstrak Lumpur Tinja dari Septik Tank 

Septic tank yang dipasang di rumah-rumah pribadi memiliki kapasitas 1-5 m3. Standar struktural yang 
dikeluarkan pada tahun 2002 menetapkan bahwa septic tank untuk lima pengguna akan memiliki 
kapasitas 3.5 m3, tetapi keadaan sebenarnya tidak diketahui. Hasil dari survei menunjukkan bahwa 
tank-tank tua tertentu memiliki struktur beton cast-in-place dan kapasitas margin yang relatif besar, 
sementara tangki terakhir adalah kecil dan padat (compact) dan memiliki beton pracetak atau struktur 
plastik, dan kapasitasnya cenderung lebih kecil daripada tipe yang lama. Truk penyedotan banyak 
yang memiliki kapasitas tangki 4 m3, sehingga dapat diperkirakan bahwa sebuah truk tangki lumpur 
dapat mengekstrak hingga dua septic tank per hari. 

Dengan asumsi bahwa sistem ekstraksi lumpur tinja reguler telah diperkenalkan, frekuensi penyedotan 
adalah sekali setiap tiga tahun, dan jumlah lumpur tinja yang diekstraksi setiap kali adalah 2 m3 
(jumlah konstan), sehingga sebuah truk tangki dapat mengekstrak lumpur tinja hingga empat tangki 
septik per hari. Karena efisiensi pengumpulan bervariasi tergantung pada jarak perjalanan ke fasilitas 
pengolahan limbah, lokasi yang tepat adalah sangat penting. Saat ini, ada dua fasilitas pengolahan 
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lumpur, masing-masing di wilayah timur dan barat, sehingga satu fasilitas harus ditambahkan di 
wilayah selatan. Faktor lain yang berpengaruh pada efisiensi pengumpulan termasuk adanya stasiun 
relay, kondisi jalan di sekitar rumah, volume lalu lintas dari jalan utama, dan bagaimana septik tank 
yang dipasang di rumah. 

Tabel C2-4 menunjukkan laju lumpur tinja yang dihasilkan pada basis unit pengolahan air limbah. 
Dalam rencana ini, jumlah lumpur yang akan diekstraksi diperkirakan dari angka-angka yang 
ditunjukkan dalam tabel, tetapi dalam pekerjaan yang sebenarnya, itu mungkin dibatasi dengan 
efisiensi pengumpulan transportasi. Perhatikan bahwa septic tank yang relatif besar (untuk toko) dan 
instalasi pengolahan air limbah individual (untuk perusahaan atau masyarakat) juga menghasilkan 
lumpur tinja, dan menampilkan sejumlah besar lumpur yang diekstraksi per waktu dan perubahan 
konsentrasi. Jika lumpur tinja tersebut dikirim langsung ke fasilitas pengolahan, mungkin akan 
memiliki efek pada fungsi fasilitas. Dengan demikian, pihak terkait akan mengkoordinasikan terlebih 
dahulu. 

Tabel C2-4  Laju Lumpur Tinja yang Dihasilkan 
 Laju Lumpur tinja yang 

dihasilkan 
g-SS/orang/hari 

Konsentrasi 
Lumpur Tinja % 

Frekuensi 
Penyedotan Lumpur 

Tinja 

Septik tank konvensional 2.5 1.5 Sekali setiap 3 tahun

Septik tank modifikasi 6 1.5 Sekali dalam setahun

Instalasi pengolahan air 
limbah individual 

20.5 1.5 Sekali setiap 40 hari

     Sumber: Tim ahli JICA berdasarkan data yang diperoleh 
 
2) Sistem Pengolahan Lumpur Tinja 

Seperti yang ditunjukkan pada Gambar C2-3, secara garis besar sistem pengolahan lumpur tinja 
diklasifikasikan ke dalam dua tipe: pengolahan khusus, dan pengolahan bersama di instalasi 
pengolahan air limbah. Selain itu, fasilitas pengolahan khusus memiliki dua macam: yang bekerja 
secara berdiri sendiri dan yang lain bekerja sama dengan sebuah instalasi pengolahan air limbah. Yang 
terakhir adalah yang menguntungkan dalam efisiensi pengolahan dan biaya, karena pengolahan air 
limbah dan pengendalian operasi dapat dibagi. Dengan demikian, instalasi fasilitas lumpur baru harus 
dikonstruksi dengan instalasi pengolahan air limbah. Perhatikan bahwa bahkan jika tipe yang berdiri 
sendiri dibangun dikarenakan oleh berbagai kondisi, instalasi ini harus terfokus pada pengolahan 
lumpur dan mengalirkan air limbah ke sewer terdekat untuk meningkatkan efisiensi. Sebagaimana 
disebutkan di atas, rencana untuk membangun fasilitas pengolah lumpur memerlukan pemilihan sistem 
yang efisien yang konsisten dengan rencana pengolahan air limbah. Jika lumpur dikumpulkan dan 
dibawa ke sebuah instalasi pengolahan air limbah, lalu dimasukkan ke dalam proses pengolahan 
lumpur, akan diperlakukan bersamaan dengan air limbah. Dalam hal ini, jumlah lumpur yang akan 
dicampur harus dikontrol seperti masukan kuantitatif untuk mencegah penurunan fungsi lumpur yang 
terolah. 

 
Sumber: Tim ahli JICA 

Gambar C2-3  Sistem untuk Mengolah Lumpur Tinja yang Diekstrak 
 

Tipe berdiri sendiri (seperti fasilitas instalasi 
pengolahan lumpur tinja yang ada) 

Fasilitas yang berpadu dengan instalasi 
pengolahan air limbah 

Fasilitas pengolahan khusus 
Lumpur tinja 

Pengolahan bersama di instalasi 
pengolahan air limbah 

 
 
 
Sistem 
pengola
han 
Lumpur 
tinja 
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C3 Material Konstruksi/Peralatan dan Konstruksi  

C3.1 Material untuk Pipa Sewer 

Dalam pemilihan material untuk pipa, kondisi-kondisi berikut ini diambil untuk pertimbangan. 

1) Memiliki kekuatan yang cukup dan aman terhadap tekanan dalam dan luar dan kekedapan air 
yang tinggi 

2) Memiliki ketahanan yang cukup terhadap korosi oleh asam, basa, busa dan solvent di dalam 
sewer 

3) Memiliki koefisien kekasaran kecil yang cukup dan head loss 
4) Memiliki ketahanan abrasi yang tinggi sesuai kebutuhan terhadap pengikisan oleh lumpur dan 

pasir, dll. 
5) Memiliki kekedapan air yang cukup dan fleksibilitas pada sambungan antar material 
6) Memiliki kekedapan air yang cukup dan mudah untuk dihubungkan dengan inlet dan pipa 
7) Ringan dan mudah untuk ditangani 
8) Memiliki pencapaian umur yang panjang dalam penggunaannya 

Mempertimbangkan kondis-kondisi di atas, material utama untuk pipa sewer seperti ditunjukkan 
sebagai berikut; 

1) Pipa beton bertulang 
2) Pipa beton bertulang untuk Pipa Jacking 
3) Unplastticized Polyvinyl Chloride Pipe (PVC Pipe) 
4) Fibreglass Reinforced Plastic Mortar Pipes 
5) Segment in Shield Method 
6) Pipa Keramik  
7) Ductile Iron Pipe 
8) Pipa baja 

 
Diantara material-material diatas, Unplastticized Polyvinyl Chloride Pipe (PVC Pipe) dan pipa beton 
bertulang secara umum lebih unggul dari yang lain dengan melihat fleksibilitas dalam konstruksi dan 
biaya jika diameter pipa kurang dari 700 mm. Di sisi lain, pipa beton bertulang untuk Pipa Jacking 
secara umum digunakan untuk pipa yang diameternya lebih lebar dari 800 mm karena metode pipa 
jacking secara khusus bekerja oleh kedalaman lining. Sebagai referensi, hampir 80% bagian dari total 
perluasan pipa sewer di Jepang dikuasai dengan Unplastticized Polyvinyl Chloride Pipe (PVC Pipe) 
dan pipa beton bertulang.  

Tim ahli JICA melakukan wawancara dengan produsen domestik di Indonesia untuk memahami 
produktivitas dari material tersebut. Tabel C3-1 menunjukkan hasil survey wawancara. Berdasarkan 
hasil survey, Unplastticized Polyvinyl Chloride Pipe (PVC Pipe), pipa beton bertulang dan pipa beton 
bertulang untuk Pipa Jacking dipertimbangkan sebagai kandidat material. 

Segment pipa (beton, besi, dll.) untuk metode shield saat ini tidak diproduksi di Indonesia, oleh karena 
itu, akan diimpor dari Singapura, China, Taiwan, Jepang, dll. 

Tim ahli JICA juga mengusulkan prefabricated manholes dengan melihat kredibilitasnya dalam 
kualitas, meminimalkan waktu konstruksi dan mengurangi kemacetan walaupun faktanya biaya 
prefabricated manholes lebih mahal daripada cast-in-place manholes. 

Diperlukan untuk survey ulang ketersediaan material konstruksi sebelum implementasi konstruksi 
karena stop produksi mungkin terjadi. 
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Tabel C3-1  Material Konstruksi untuk Pipa Sewer yang Diproduksi di Indonesia 

Tipe 
Diameter 

(mm) 
Panjang per Pipa 

(mm) 

Pipa beton bertulang 200～2,000 2,440 

Pipa beton bertulang untuk Pipe Jacking 450～2,000 2,430 

Unplastticized Polyvinyl Chloride Pipe (PVC Pipe) 150～450 4,000～6,000 

Straight Unplastticized Polyvinyl Chloride Pipe (PVC Pipe) 
and special sewer pipe as joint pipeline 

150～300 － 

Ductile Iron Pipe 75～2,000 4,000～6,000 

Prefabricated manholes No. 1, 2 and 3  φ1,000～1,500 － 
Sumber: Katalog dan Penawaran dari Produsen di Indonesia  

 
C3.2 Metode Konstruksi Pipa 

C3.2.1 Klasifikasi Metode Lining 

Secara umum, metode lining pipa dapat diklasifikasikan menjadi metode “open-cut”, “pipe jacking” 
dan “shield tunneling”. Diantara hal tersebut, dibutuhkan untuk memeriksa aspek sintetis dari ekonomi, 
kesulitan konstruksi, keamanan, perawatan dan pengelolaan, pengaruh pada lingkungan sekitarnya 
saat periode konstruksi, pertimbangan dalam lingkungan dan lalu lintas untuk pemilihan metode yang 
paling tepat. 

Gambaran masing-masing metode konstruksi ditunjukkan seperti gambar berikut. 

 
Sumber: Tim ahli JICA 

Gambar C3-1  Klasifikasi Metode Pipe Lining  
 
Garis besar “Open Cut”, “Pipe Jacking Method” dan “Shield Tunneling Method” ditunjukkan dalam 
S/R PART-C: C3. 
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Shield Tunneling Method 
（φ1,350mm～φ5,000mm） 

Metode Pipe Jacking diameter kecil 
（<φ700mm） 

Metode Pipe Jacking Diameter 
Menengah-Besar 
（>φ800mm） 
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